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Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui terjadi atau 
tidaknya α-Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-Selatan pada 
tahun 2010-2016. Kedua, mengetahui terjadi atau tidaknya Absolute dan Conditional 
Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-Selatan pada tahun 2010-
2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) per kapita seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-
Selatan tahun 2010-2016, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 
awal tahun 2010-2016, dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-
2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 
pendekatan efek acak (Random Effect Model) dan efek tetap  (Fixed Effect Model) 
dan dummy wilayah.  
Penelitian ini memiliki dua analisis yang berbeda, pertama, analisis α-
Convergence dengan menghitung standar deviasi dari log pendapatan per kapita. Dan 
kedua, analisis ß-Convergence yang dilakukan melalui model Absolute Convergence 
dan Conditional Convergence.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis α-Convergence mengalami pola 
yang meningkat, pola ini menggambarkan peluang terjadi tingginya ketimpangan, 
atau terjadi Divergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-Selatan pada tahun 
2010-2016. Hasil analisis ß-Convergence menunjukkan bahwa tidak terdapat 
konvergensi atau terjadi Divergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-
Selatan pada tahun 2010-2016. 
 
 
Kata kunci : Konvergensi, Perkapita Pendapatan, α-Convergence, β-Convergence, 
Absolute Convergence, Conditional Convergence. 
 
 





A. Latar Belakang 
Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah 
adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karena karakteristik 
wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, 
sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak 
seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang 
pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat 
sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini 
pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun 
hasilnya, yakni pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011). 
Faktor-faktor penyebab disparitas antar daerah di Indonesia antara lain adalah 
konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor 
produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA), perbedaan kondisi 
geografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi karena 
kurang memadainya infrastruktur (Tambunan, 2011). 
Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam 
jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). 
Timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat mencerminkan 





pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin 
kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor 
(Todaro, 2004). 
Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan PDRB, tetapi 
indikator ini tidak selalu tepat karena tidak menggambarkan pertumbuhan yang 
sebenarnya. Indikator lain yang dapat digunakan adalah PDRB perkapita dimana 
indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih 
menekankan pada kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB melebihi tingkat 
pertumbuhan penduduk (Emalia, 2009). 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan terjadinya 
peningkatan kesejahteraan masayarakat melalui hasil peningkatan produksi yang 
menyebabkan konsumsi masyarakat juga meningkat dimana hal ini menandakan 
terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan hasil produksi 
ini hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas sehingga menyebabkan 
terjadinya kesenjangan. Kesenjangan pendapatan antar daerah merupakan topik yang 
perlu dikaji karena kesenjangan merupakan suatu hal yang dapat menghambat 
pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Adanya kesenjangan 
pembangunan antar daerah dapat ditunjukkan dengan belum meratanya persebaran 
penduduk dan ketenagakerjaan, kesenjangan tingkat masyarakat, disparitas 
pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan disparitas pembangunan antar daerah. 
 Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada 





akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi (Technological Progress). 
Berdasarkan penelitiannya, Solow (1956) menyatakan bahwa peran dari kemajuan 
teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Pertumbuhan ekonomi di 
Amerika Serikat yang mencapai 2,75 persen pertahun pada periode 1909 sampai 
1949, lebih dari setengahnya (1,5%) merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi, 
sedangkan sisanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penggunaan faktor produksi. 
Jadi, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pada 
pertambahan penduduk, akumulasi capital dan kemajuan teknologi sehingga tingkat 
pertumbuhan ekonomi di dua daerah dapat berbeda karena setiap daerah memiliki 
faktor produksi yang berbeda  sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan 
distribusi pendapatan (Arsyad, 2010). 
Tarigan (2005), mengemukakan bahwa sebetulnya apa yang diuraikan hingga 
saat ini adalah yang berkaitan dengan rencana pengembangan fisik dan struktur 
perekonomian. Perlu diingat bahwa pengembangan perekonomian, baik nasional 
maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
mengambil peran dalam gerak perekonomian. Sejalan dengan itu langkah-langkah 
untuk memperbaiki mutu SDM perlu terus digalakkan melalui pendidikan. Mutu 
SDM dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek keahlian/keterampilan dan aspek 
moral/mental. Semakin tinggi kualitas SDM suatu daerah, maka pertumbuhan 
ekonomi di daerah bersangkutan juga akan semakin meningkat, yang selanjutnya 





tertinggal khususnya di daerah pedesaan, sehingga akan meningkatkan ketimpangan 
wilayah. 
Teori sumber daya manusia dan paradigma ketidaktergantungan dengan 
daerah lain merupakan pendekatan dasar yang prospektif untuk melakukan perubahan 
dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya mencapai sasaran jangka panjang, 
yaitu penguatan kemandirian lokal atau lokalitas itu sangat penting dan harus 
dipertimbangkan dalam pendekatan pembangunan dalam rangka mengejar 
ketertinggalan dari daerah lain agar tidak terjadi ketimpangan wilayah yang semakin 
melebar. Dan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan 
peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, perbaikan gizi, yang diharapkan 
akan menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru, 
dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. 
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal yang penting bagi 
pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Prahara (2010) dalam Hariyanto (2010), 
sumber daya yang dicerminkan pada kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan 
jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber 
daya manusia berhubungan dengan proses produksi. Tenaga kerja dianggap sebagai 
faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan 
modal utama bagi suatu daerah untuk berproduksi. 
Karena itu, pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya 





Fakta ilmiah tentang pemanfaatan potensi sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia telah disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur’an yaitu, Q.S Al-Baqarah/2:164. 
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Terjemahnya: 
 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum 
yang memikirkan. 
 
Kandungan ayat menunjukkan bahwa pertukaran malam dan siang pada 
beberapa negeri karena letaknya, kesemuanya itu membawa manfaat yang sangat 
besar bagi manusia. Kapal berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu 
negeri ke negeri yang lain dan untuk membawa barang-barang perniagaan untuk 
memajukan perekonomian. Bumi yang dihuni manusia dan apa yang tersimpan 
didalamnya tidak akan pernah habis jika dikelola dengan baik. Selanjutnya dalam QS: 
Al-A’raf/7:31   
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Terjemahannya: 
 
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, 
Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 






Kandungan ayat menunjukkan bahwa prinsip equilibrium juga di deskripsikan 
dalam Al-Quran dalam perilaku konsumsi yang lebih mengutamakan sifat 
kesederhanaan, atau biasa disebut dengan kata iqtishad. Jadi menurut penulis disini 
hal kelangkaan “scarcity” yang menjadi topik permasalahan ekonomi adalah 
bersumber dari mampukah manusia mengoptimalkan rasa kepuasan dalam hal 
mengonsumsi dan produksi dengan ukuran kesederhanaan. 
Masalah distribusi pendapatan merupakan masalah yang berbeda dari masalah 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita. Setiap orang akan 
menerima pendapatan yang sama besarnya jika terjadi distribusi pendapatan yang 
sempurna (Absolute Equality). Namun, pendapatan yang diterima oleh masing-
masing penduduk belum mencerminkan angka pendapatan perkapita yang ada selama 
ini. seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sangat berkaitan dengan masalah 
merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karena itu 
pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan (Zulfa, 
2009). 
Alat ukur yang digunakan untuk melihat kecenderungan (Trend) laju 
pertumbuhan serta disparitas yang terjadi antar daerah adalah konvergensi. Suatu 
daerah dikatakan konvergen apabila daerah tersebut cenderung menuju pada titik 
stabil (Steady-State) sehingga kesenjangan pendapatan antar daerah menjadi semakin 
kecil. Banyak para ahli yang telah melakukan penelitian tentang konvergensi 





memperlihatkan bahwa karakter dari sistem perekonomian suatu negara dapat 
menyebabkan perbedaan pertumbuhan pendapatan perkapita. 
Konvergensi merupakan keadaan dimana perekonomian miskin akan memiliki 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian kaya, 
dengan demikian diharapkan perekonomian daerah miskin dapat mengejar 
ketertinggalannya sehingga gap antara perekonomian miskin dan perekonomian kaya 
akan berkurang dan pada akhirnya kedua perekonomian akan bertemu pada satu titik 
yang sama (Convergence). Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pertumbuhan 
modal yang dapat disebut sebagai Diminishing Returns to Capital dalam mahzab 
neoklasik. Dimana perekonomian kaya secara implisit sudah mengeksploitasi modal 
yang mereka miliki, sehingga returns yang mereka terima dari modal terus berkurang, 
dan sebaliknya bagi perekonomian miskin belum mengeksploitasi modal yang 
dimiliki sehingga mereka mempunyai Increasing Return to Scale (Abdilhaq, 2014). 
Dalam teori konvergensi akan terjadi mengejar efek (Catching up Effect) yaitu 
daerah dengan perekonomian miskin akan mampu mengejar daerah perekonoman 
kaya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa daerah kaya akan mengalami kondisi 
Steady-State, yaitu daerah yang tidak dapat meningkatkan tingkat pendapatannya 
karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan. Sementara daerah kaya 
stagnan, maka daerah miskin terus mengejar dan akhirnya pada suatu saat akan 
menyamakan pendapatan daerah kaya sehingga terjadi Catching up Effect.  
Salah satu tujuan pemerintah daerah Sulawesi-selatan adalah untuk 





yang dihadapi salah satunya disparitas pembangunan yang tergambar pada PDRB per 
kapita dari kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Berdasarkan teori, pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah tergantung pada faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh 
daerah tersebut sehingga bisa menyebabkan perbedaan pendapatan. Gejala disparitas 
ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui PDRB perkapita 
berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tabel 1.1.dibawah ini: 




rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 14,77 17,08 19,62 22,64 27,14 31,86 35,61 24,10 
Bulukumba  11,98 13,3 15,53 17,75 20,56 23,31 26,27 18,39 
Bantaeng  15,21 18,18 21,28 24,13 27,23 30,56 34,06 24,38 
Jeneponto  10,34 11,83 13,54 15,01 17,43 19,69 22,02 15,63 
Takalar  12,28 13,88 15,75 17,83 20,73 23,77 26,75 18,71 
Gowa  10,89 12,31 13,74 15,39 16,98 19,03 21,08 15,69 
Sinjai  16,47 18,68 21,13 23,85 27,42 31,57 34,68 24,83 
Maros  22,85 26,54 31,79 36,07 40,71 45,99 52,18 36,59 
Pangkep  28,21 32,22 37,51 43,39 49,86 57,12 63,11 44,49 
Barru  15,38 17,4 19,97 22,64 26,03 28,87 31,81 23,16 
Bone  15,36 17,7 20,33 22,79 26,92 31,34 35,36 24,26 
Soppeng  16,55 19,05 21,15 23,95 27,35 30,26 35,07 24,77 
Wajo  19,47 23,07 26,12 29,77 34,84 38,45 41,93 30,52 
Sidrap  16,26 19,02 21,83 24,48 28,08 32,11 37,77 25,65 
Pinrang  18,73 21,25 24,39 27,38 31,22 35,83 40,02 28,40 
Enrekang 13,64 15,81 17,77 20,98 23,35 26,2 29,27 21,00 
Luwu  15,36 17,43 19,67 22,34 25,98 29,59 33,78 23,45 
Tator  10,76 12,54 14,38 16,28 18,8 21,43 23,83 16,86 
Luwu utara  14,76 16,95 18,89 21,32 25,3 28,73 32,06 22,57 
Luwu timur 40,54 55,28 59,47 63,35 76,08 69,71 67,62 61,72 
Toraja utara 11,52 13,53 16,06 19,02 22,45 26,07 30,06 19,82 
Makassar  43,61 49,29 56,24 62,75 70,25 78,87 86,84 63,98 
Pare-pare 20,59 23,37 26,25 29,15 32,38 36,5 39,49 29,68 
Palopo  19,63 21,81 23,57 26 28,9 3,68 34,18 22,54 





Data yang tersaji Pada Tabel 1.1. menggambarkan bahwa kondisi 
kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami ketimpangan. Dilihat dari 
Rata-ratanya, Peringkat tertinggi dalam PDRB perkapita antar kabupaten/kota selama 
tahun 2010-2016 adalah kabupaten/kota Makassar, Daerah tersebut memiliki PDRB 
perkapita teratas dari kabupaten/kota lainnya. Perbedaan yang sangat mencolok 
terlihat dari PDRB perkapita antara kota Makassar (PDRB perkapita tertinggi) 
dengan kabupaten Jeneponto (PDRB perkapita terendah). Pada Rata-rata, PDRB 
perkapita kabupaten/kota Makassar sebesar Rp. 63,98 milyar sedangkan kabupaten 
Jeneponto memiliki Rata-rata PDRB perkapita sebesar Rp. 15,63 milyar. Dengan 
rentang nilai perbedaan yang jauh antara kedua wilayah tersebut sehingga 
mencerminkan suatu disparitas pendapatan antara daerah maju (kabupaten/kota 
Makassar) dengan daerah tertinggal (kabupaten Jeneponto). 
Dengan fenomena yang dijelaskan diatas maka penelitian ini  bertujuan untuk 
melihat terjadi atau tidaknya konvergensi pendapatan perkapita di provinsi Sulawesi 
Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik 
dalam penelitian ini dengan judul “Analisis ketimpangan pembangunan di provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2010-2016” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah terjadi Sigma Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2010-2016? 
2. Apakah terjadi Beta Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi 





C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui Sigma Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2010-2016. 
2. Mengetahui Beta Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun 2010-2016. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak di antaranya sebagai 
berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi pengambil keputusan 
dan kebijakan dalam memahami kondisi pembangunan daerah sehingga dapat 
merumuskan kebijakan yang terarah dalam menata pembangunan daerah 
sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. 
b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan peneliti tentang pengetahuan pelaksanaan pembangunan di 
provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Manfaat praktis 
a. Untuk menambah koleksi dan pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai salah 
satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya 






 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Defenisi Konsep 
1. Otonomi Daerah 
Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. Pelaksanaan otonomi memiliki tiga dasar yang menjadi asas 
dalam hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah yaitu: 
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada Gubernur 
sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; 
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau 
provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada 
pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada 
daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang di berikan kepada daerah, 
tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan 
pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan 
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satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang di 
buat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijankan 
nasional. Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan yang dimiliki oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. 
a. Pemerintah Pusat  
Pemerintah Pusat menurut UU No 23 Tahun 2014 yang kemudian disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan 
sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat 
pemerintah atau wakil pemerintah di daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan. Meskipun pemerintah dapat melimpahkan sebagian 
wewenang kepada pemerintah daerah, terdapat wewenang yang tidak dapat 
dilimpahkan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamananan, yustisi, 
agama, moneter dan fiskal (UU No 23 Tahun 2014). 
b. Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 adalah Gubernur, 
Bupati atau Walikota yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bersama 
dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki wewenang yang 
telah di atur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: 
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a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
b. Memilih pimpinan daerah; 
c. Mengelola aparatur daerah; 
d. Mengelola kekayaan daerah; 
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya yang berada di daerah; 
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan  
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 
pemerintahan daerah. Rencana kerja tersebut dijabarkan dalam bentuk 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan 
masyarakat (UU No 23 Tahun 2014). 
2. Konvergensi 
Istilah konvergensi pertama kali diperkenalkan oleh Solow pada tahun 1956 
dan dipopulerkan oleh Barro (1989), Mankiw (1992) dan Barro dan Sala-I-Martin 
(1993, 1995, 1999, 2004). Pengertian konvergensi menurut beberapa penelitian 
sebelumnya seperti Barro dan Sala-I-Martin (1993,1995), Garcia dan Soelistianingsih 
(1998), Lumir Kalhanek (2012) yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan antar daerah 
cenderung mengalami penurunan setiap waktu (Sigma Convergence) dan terjadinya 
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tendensi bahwa negara-negara miskin mengalami tingkat pertumbuhan yang cepat 
atau lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju (Beta Convergence). 
Konvergensi dibedakan menjadi dua yaitu Sigma Convergence dan Beta 
Convergence. Sigma Convergence menjelaskan mengenai konvergensi antar daerah 
dengan melihat nilai Coefisien Variation pada setiap tahunnya. Dalam Beta 
Convergence terbagi menjadi dua yaitu Absolute Convergence dan Conditional 
Convergence. Absolute Convergence menggambarkan bagaimana perekonomian 
daerah miskin untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang kaya dengan 
melihat perkembangan PDRB perkapita (Chatarina dan Rini). 
Konvergensi sigma diukur menggunakan ukuran dispersi yaitu standar deviasi 
dari nilai logaritma variabel pendapatan per kapita. Barro dan Sala-I-Martin (1995) 
menyatakan bahwa model pertumbuhan klasik memperkirakan tingkat pertumbuhan 
pendapatan per kapita cenderung bergerak ke tingkat pendapatan per kapita awal atau 
dengan kata lain bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan seperti daur hidup suatu 
produk Life Cycle of Product. Sedangkan konvergensi beta mengukur faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat konvergensi. Konvergensi beta menyatakan bahwa 
daerah-daerah miskin memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dari pada daerah-daerah 
maju, hal tersebut terjadi saat kondisi perekonomian mengalami masa pendewasaan 
yaitu terjadi pemerataan pendapatan atau perekonomian bergerak ke kondisi Steady 
State (Kalhanek, 2012). 
Konvergensi beta berkaitan dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang 
menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengalami proses 
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kelambatan karena adanya Law of Deminishing Return. Sehingga proses 
pertumbuhan akan mengarah ke kondisi keseimbangan jangka panjang (Long Run 
Steady-State). Hal tersebut diasumsikan terjadi di daerah maju dengan pendapatan per 
kapita yang tinggi sehingga tingkat pendapatan di daerah tersebut tidak akan 
meningkat lagi karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan. Penghitungan 
konvergensi beta dilakukan berdasarkan dua pengukuran yaitu konvergensi absolut 
(Absolute Convergence) dan konvergensi kondisional (Conditional Convergence). 
Penghitungan konvergensi beta (Beta Convergence) didasarkan atas 
persamaan yang dikembangkan oleh Barro (1990) dalam Barro dan Sala-I-Martin 
(1991:108) sebagai berikut: 
(1/T) .log (yit/yi,t-T) = xi*+log ( i*/i,t-T).(1 – e –βT)/T + uit ............. (1)  
Dimana i adalah ekonomi suatu daerah, t adalah waktu, yit adalah pendapatan 
per kapita, xi* adalah tingkat pertumbuhan dalam kondisi steady state, i adalah output 
per pekerja efektif, i* adalah level output per pekerja efektif dalam kondisi Steady 
State, t adalah panjangnya interval observasi, koefisien β adalah tingkat konvergensi, 
uit adalah Error Term. 
Konvergensi absolut (Absolute Convergence) dihitung dengan menggunakan 
analisis model ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal hanya sebagai 
variabel penjelas bagi log PDRB per kapita. Sementara konvergensi kondisional 
dihitung dengan menggunakan analisis ekonometrika yang mana log PDRB per 
kapita awal sebagai variabel penjelas bagi log PDRB per kapita ditambah dengan 
variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
16 
 
Dalam menganalisis tingkat konvergensi, koefisien regresi harus bertanda 
negatif (-), hal tersebut didasarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dalam 
jangka panjang akan mengalami penurunan atau mengarah ke kondisi Steady State. 
Akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualian kalau tingkat Steady State antar 
daerah-daerah atau wilayah identik dalam satu kesatuan, sehingga koefisien bertanda 
positif (+) tidak berimplikasi kalau dispersi pendapatan per kapita antar daerah Yit 
menurun tiap waktu. Tanda positif cenderung mengarah kepada penurunan dispersi 
dari log(yit) dalam penghitungan konvergensi sigma atau daerah-daerah miskin 
tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah maju (Barro and Sala-I-
Martin, 1991:112). Sehingga antara konvergensi sigma (Convergence) dan 
konvergensi beta (Convergence) saling berkaitan sama lain, apabila tidak terjadi 
konvergensi sigma (Convergence) yang ditunjukkan dengan penurunan dispersi dari 
standar deviasi log (yit) maka konvergensi beta ( Convergence) tidak terjadi. 
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan 
suatu wilayah dalam menciptakan output (nilai tambah) dalam waktu tertentu. Output 
yang dihasilkan memasukkan hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara asing 
yang berdomisili di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Untuk menghitung 
besaran pendapatan nasional maupun pendapatan regional, dapat dilakukan melalui 
tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 




a. Pendekatan Pendapatan  
Penghitungan dengan metode ini dihitung dengan cara menjumlahkan 
semua pendapatan yang diperoleh dari semua pelaku ekonomi dari kegiatan 
ekonominya di suatu wilayah negara atau daerah. Pendapatan tersebut diperoleh 
dari faktor produksi yang digunakan seperti tanah, tenaga kerja, gedung, modal 
dan keahlian wirausaha (Prasetyo, 2009). Rumus penghitungan pendapatan 
nasional dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut. 
PN = R + W + I + P + (s-t) + Nfp ............................................. (2)  
PN = Pendapatan Nasional  
R = Rent ( jumlah sewa yang diterima oleh seluruh faktor produksi)  
W = Wages (jumlah gaji yang diperoleh)  
I = Interest (jumlah tingkat bunga yang diterima oleh pemilik modal)  
P = Profit (keuntungan yang diterima oleh pengusaha)  
(s-t) = subsidi dan pajak tak langsung  
Nfp = Pembayaran faktor produksi bersih dari luar negeri 
b. Pendekatan Produksi 
Pendapatan dengan metode ini dihitung berdasarkan keseluruhan nilai 
akhir (Final Goods) dari output yang dihasilkan oleh semua sektor-sektor di 
wilayah suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Sektor-sektor yang dihitung 
dengan pendekatan ini meliputi sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; 
Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, 
Restoran, dan Hotel; Pengangkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan 
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Jasa-jasa. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan produksi dapat 
digunakan rumus seperti berikut: 
PN = P1Q1 + .... + PnQn ............................................................ (3)  
PN = Pendapatan Nasional  
P = Price (harga)  
Q = Quantity (jumlah produk yang dihasilkan) 
c. Pendekatan Pengeluaran 
Penghitungan dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung 
seluruh komponen pengeluaran yang dirinci menurut komponen pengeluaran 
konsumsi rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba), pengeluaran konsumsi 
pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan 
impor (BPS, 2014). Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan 
ini digunakan rumus seperti berikut:  
PN = C + I + G + (X – M) ........................................................... (4)  
PN = Pendapatan Nasional  
C = Consumtion (Pengeluaran masyarakat)  
I = Investasi (Pengeluaran perusahaan)  
G = Government (Pengeluaran pemerintah)  
(X – M) = Ekspor Bersih 
4. Ketimpangan Wilayah 
Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan 
negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara 
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maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan 
tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat 
ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.  
Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan 
pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah 
merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. 
Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan 
perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga 
kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh 
karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. 
Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 
antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembang unan wilayah 
yang dilakukan oleh pemerintah (Sjafrizal, 1997). 
Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, 
dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan 
hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses 
pembangunan jangka panjang.  
Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan 
dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh-pengaruh kesempatan yang timpang 
ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai konsekuensi ketimpangan untuk 
kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat. 
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Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa 
faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah 
sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang 
rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan di 
kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan ekonomi itu 
disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung lama, antara 
kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta kelemahan institusional 
pada waktu sebelumnya. 
Myrdal (1957) dalam Jhingan (2007) berpendapat bahwa pembangunan 
ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya 
mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang 
menjadi semakin terhambat. Dampak balik (Backwash Effect) cenderung mengecil. 
Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan 
internasional dan menyebabkan ketimpangan regional diantara daerah-daerah 
terbelakang. 
Spread Effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan 
(Favorable Effect), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat 
pertumbuhan ke wilayah sekitar. Backwash Effect didefinisikan sebagai pengaruh 
yang merugikan (Infavorable Effect) yang mencakup aliran manusia dari wilayah 
sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya 
modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat 
mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan 
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ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh backwash effect dibandingkan 
dengan spread effect di negara-negara terbelakang. 
Myrdal (1957) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan 
mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (Backwas Effect) dan 
dampak sebar (Spread Effect). Backwash Effect terjadi saat pertumbuhan ekonomi di 
suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya 
(tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah B). sehingga 
wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wlayah 
B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal. Spread effect terjadi 
saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan 
pertumbuhan wilayah disekitarnya (mis: wilayah B), yang memproduksi bahan 
mentah untuk keperluan industry yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan 
sentra-sentra yang mempunyai industry barang-barang konsumsi akan terangsanag. 
Selanjutnya Mrydal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya 
dampak sebar (Spread Effect) dan kuatnya dampak balik (Backwash Effect). 
Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang 
terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu 
kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal 
pertumbuhan ekonomi terdapat Trade-Off antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola 
ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung 
dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam 
penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor 
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modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan 
disektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi 
dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan 
(maturity) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-
faktor produksi antar negara tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan 
dalam laju pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan 
dengan tingkat pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata-nya yang 
semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan. 
Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh 
Williamson (1965) dalam Tambunan (2003).Williamson untuk pertama kalinya 
menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan 
Coeffisient of Variation (CV) dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam 
studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas 
dalam pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu 
yang pada awalnya sudah relative maju, misalnya dalam pembangunan industri, 
infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih 
besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan wilayah akan mengalami penurunan. 
Ukuran ketimpangan wilayah untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan 
antar wilayah/daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam 
penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui perhitungan Indeks 
Williamson. Weigthed Coefficient Variation (CV) merupakan indeks variasi 
pendapatan antar daerah dalam suatu wilayah. Keunggulan koefisien variasi adalah 
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mudah dan praktis untuk melihat disparitas antar daerah. Koefisien yang diperoleh 
dikenal sebagai koefisien variasi Williamsom. Dasar perhitungannya adalah dengan 
menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. 
Pada dasarnya Indeks Williamsom merupakan koefisien persebaran (Coefficient of 
Variation) dan rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai 
PDRB dan penduduk daerah. Dimana, Jeffrey Williamson menyimpulkan bahwa 
ketidakmerataan yang timbul berdampak sedikit terhadap akumulasi modal Amerika 
pada abad ke-19 dan untuk Inggris tidak berdampak sama sekali. Namun 
ketidakmerataan yang timbul memang memegang peranan penting dalam sulitnya 
akumulasi modal. 
Berdasar prinsip kausasi sirkuler kumulatif, dapat dijelaskan terjadinya 
ketidakmerataan (ketimpangan) ekonomi (internasional, nasional dan regional). 
Apabila proses kausasi sirkuler kumulatif dibiarkan bekerja atas kekuatan sendiri, 
maka akan menimbulkan pengaruh merambat yang espansioner di suatu pihak 
(Spread Effects) dan pengaruh pengurasan (Backwash Effects). Strategi campur 
tangan pemerintah yang dikehendaki adalah pengambilan tindakan kebijakan yang 
melemahkan backwash effects dan memperkuat spread effects, agar supaya proses 
kausasi sirkuler kumulatif mengarah ke atas, dan dengan demikian semakin 
memperkecil ketimpangan. Ketimpangan sangat tidak dikehendaki oleh semua 
bangsa, dan sebaliknya doktrin kemerataan dan persamaan melahirkan ajaran 




5. Pertumbuhan Ekonomi 
Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi 
sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling 
penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan 
standar hidup (standar of living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. 
Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan Nobel dalam Jhingan (2007) 
mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam 
kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang 
ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan 
teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. 
Defenisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu 
bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, 
teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomiyang menentukan 
derajad pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada 
penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya 
penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan 
oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi 
modern misalnya, tidak cocok dengan corak/kehidupan desa, pola keluarga besar, 
usaha keluarga dan buta huruf. 
Tarigan (2005), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 
pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah 
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tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (Added Value) yang terjadi. Perhitungan 
pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat 
melihat pertambahan dari satu kurun waktu kekurun waktu berikutnya, harus 
dinyatakan dalam niali riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS 
dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku 
dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor 
produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan 
teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah 
tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah 
yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer-payment, 
yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana 
dari luar wilayah. 
Dalam Tambunan (2003), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi 
kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah 
penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi 
sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan 
setiap tahun. 
Teori-teori awal pertumbuhan ekonomi umunya menyoroti masalah 
pentingnya akumulasi modal. Artinya, sebuah Negara atau daerah bias menjadi kaya 
jika ia memiliki kemampuan untuk mengakumulasi modal. Sebaliknya, Negara atau 
daerah yang tidak memiliki akses terhadap modal akan terus miskin. Ini antara lain 
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kesimpulan dari model Harrod-Domard pada tahun 1940-an dan model Kaldor serta 
Solow-Swan pada tahun 1950-an. 
Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang 
berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, 
perdagangan, dan yang terahir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, 
masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasyarakat modern yang 
kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan 
adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith 
memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. 
Karl Marx dalam bukunya Das Kapital dalam Kuncoro (1997) membagi 
evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, 
kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan 
masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. 
Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih 
bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang 
memiliki posisi tawar-menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. 
Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor 
ekonomi, dimana masyarakatyang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih 
menjadi masyarakat industri yang kapitalis. 
Seperti halnya pada masa feodal, pada masa kapitalisme ini para pengusaha 
merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relatif 
terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. 
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Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik ketika 
itu dengan memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksi. Artinya 
buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, 
yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar 
tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan 
para pengusaha terhadap buruh. Eksploitasi terhadap kaum buruh dan peningkatan 
pengangguran yang terjadi akibat subtitusi tenaga manusia dengan input modal yang 
padat kapital, pada akhirnya akan menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan oleh 
kaum buruh. Fase ini merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan sosial 
alternatif disamping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosial. 
Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami 
oleh Negara-negara maju terutama di Eropa dari mulai abad pertengahan hingga abad 
modern, maka kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada 
menjadi tahap-tahap evolusi dari suatupembangunan ekonomi yang dilakukan oleh 
negara-negara tersebut. 
Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu Negara menjadi lima 
tahap yaitu: (1) tahap perekonomian tradisional; (2) tahap prakondisi tinggal landas; 
(3) tahap tinggal landas; (4) tahap menujukedewasaan; (5) tahap konsumsi massa 
tinggi. 
Jhingan (2007), model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan 
pengalaman Negara maju. Kesemuanya terutama dialamatkan kepada perekomomian 
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kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (steady 
growth) dalam perekonomian seperti itu. 
Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi didalam 
proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki 
investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua, ia memperbesar kapasitas 
produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat 
disebut sebagai “dampak permintaan” dan yang kedua “dampak penawaran” 
investasi. Karena itu, selama investasi nettotetap berlangsung, pendapatan nyata dan 
output akan senantiasa. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat equilibrium 
pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun 
output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas 
produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan 
menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas nganggur (idle). 
6. Pengeluaran Pemerintah  
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal 
yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, 
memelihara kestabilan ekonomi serta menciptakan pendapatan yang lebih merata. 
Peran distribusi pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan 
maupun lewat jalur pengeluarannya. Disisi penerimaan, pemerintah mengenakan 
pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan sah lainnya untuk kemudian 




Khusus bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kegiatan 
pemerintah pada umumnya selalu meningkat sehingga pengeluaran pemerintah juga 
meningkat yang mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga melancarkan proses 
pembangunan dan kemungkinannya untuk mendorong produksi domestik. Hal ini 
terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap 
pendapatan nasional. 
Ada kaidah yang berusaha menjelaskan meningkatnya pengeluaran 
pemerintah dibarengi dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. Kaidah ini 
terkenal dengan hokum Wagner yang menjelaskan adanya hubungan yang positif 
antara pengeluaran pemerintah dan aktivitas perekonomian yang jika di hubungkan 
dengan keadaan Indonesia, maka wajar pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari 
tahun ke tahun. 
Musgrave dan Rostow mengembangkan model pembangunan tentang 
pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 
pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. 
Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan 
ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan 
pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk 
menyediakan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan 
prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada 
tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuha 
nekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada 
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tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap besar karena peranan swasta 
yang semakin besar ini akan banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga 
pemerintah harus banyak menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang 
lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan 
ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkat 
kankesejahteraan masyarakat. 
Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi, 
investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan investasi pemerintah 
dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori iniMusgrave dan Rostow 
berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan beralih dari 
penyediaan barang dan jasa publik menjadi pengeluaran untuk meningkatkan 
kesejaterahan masyarakat dan aktivitas sosial, misalnya program kesehatan hari tua, 
program kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Teori perkembangan 
pengeluaran pemerintah yang dikemukanakan oleh Musgrave dan Rrostow ini adalah 
suatu pandangan yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak Negara, 
tetapi tidak didasarakan oleh suatu teori tertentu. 
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembanganpengeluaran 
pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di 
dasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad 
ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai 
berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara 
relatife pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan 
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tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, industri dan masyarakat dan 
sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wanger 
menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama 
pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 
pedidikan, rekreasi, dan sebagainya. 
Namun Hukum Wagner ini mempunyai kelemahan dimana hokum tersebut 
tidak didasari oleh teori pemilihan barang-barang publik, namun didasarkan pada 
suatu teori organis mengenai pemerintah dalam aktivitasnya. 
Teori Peacock dan Wiserman didasari oleh suatu pandangan bahwa 
pemerintah senantiasa untuk meningkatkan pengeluaran yang dilain pihak oleh 
masyarakat hal tersebut tidak disetujui karena akan memperbesar jumlah pajak yang 
hendak dibayar. Sehingga teori ini berbasis pada teori pemungutan suara. Bunyi teori 
Peacock dan Wiserman sebagai berikut: “perkembangan ekonomi menyebabkan 
pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tak berubah, dan 
meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin 
meningkat, Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP 
menyebabkanpenerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga pengeluaran 
pemerintahsemakin besar”. 
Peacock dan Wiserman menjelaskan dalam teori ini bahwa masyarakat 
mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat 
memahami besarnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai 
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pengeluaran pemerintah. Sehingga hal ini merupakan hambatan bagi pemerintah 
untuk menetapkan pemungutan pajak secara sepihak. 
Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa pemberian otonomi yang luasdan 
desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemerintah daerah kabupaten dan kota, 
memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam 
sisitem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemunculan UU No.22 
dan 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat telah melahirkan 
paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam 
pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk 
melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan public 
(public Oriented) sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam 
mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut yang 
lebih berbasis pada kepentingan publik, yang selanjutnya akan menumbuhkan 
pembangunan ekonomi wilayah yang lebih merata. 
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar 
pembangunan manusia yaitu IPM atau Human Development Index (HDI). Indeks ini 
dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan 
Mahbub Ul Haq seorang ekonom dari pakistan yang dibantu oleh Gustav Ranis. IPM 
dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan, IPM menjelaskan 
tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari 
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proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan dan pendidikan. 
Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada 
pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 
kualitas hidup, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen 
yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk 
menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga 
komponen tersebut adalah peluang hidup (Longevity), pengetahuan (Knowledge) dan 
hidup layak (Living Standards). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan 
hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan 
harapan lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan hidup layak diukur 
dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (Srifatmasari, 
2014). 
IPM menurut Bappenas yaitu indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata 
sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan 
harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi 
antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup 
layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah di sesuaikan atau paritas 






B. Tinjauan Teori 
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 
Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan 
ekonomi menurut pandangan klasik.Ekonom yang menjadi perintis dalam 
mengembangan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. 
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kapada pertambahan 
penyediaan faktor-faktor produksi ( penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan 
tingkat kemajuan teknologi). Menurut teori neo-klasik, faktor-faktor produksi yang 
dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Output adalah jumlah tenaga 
kerja dan Capital (modal). Modal bisa dalam bentuk Finance atau barang modal. 
Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal dengan faktor-faktor produksi lain, 
misalnya tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau 
secara keseluruhan tetap akan menambah Output yang dihasilkan. Presentase 
pertumbuhan output bisa lebih besar (Increasing Return to Scale), sama 
(Constantreturn to Scale), atau lebih kecil (Descreasing Return to Scale) 
dibandingkan presentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut. 
Menurut Adam smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into The 
Nature And Causes Weaklth Of Nation (1776), Adam smith menguraikan 
pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua 
faktor, yakni faktor output total dan pertumbuhan penduduk.  
Perhitungan output total dilakukan dengan tiga variabel, meliputi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan persediaan Capital atau modal. Sedangkan untuk 
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faktor yang ke dua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luas 
pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. 
2. Teori Pembangunan Ekonomi 
Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multi 
dimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, 
misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam 
masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan 
menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, 
tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999). 
(Jhinghan, 2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu: 
1) Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan 
perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa 
untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya. 
2) Menghilangkan ketidak sempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar 
menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan 
pembangunan. 
3) Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional 
menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan 
tersier serta menyempitnya sektor primer. 
4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan stategis dalam pembangunane 
konomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi. 
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5) Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang 
paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika 
perekonomian. 
6)  Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus 
dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. 
7) Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan 
ekonomi dan pembangunan. 
Menurut Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul The Progress 
of Wealth dari Bukunya principles of Political Economy (1820). Malthus tidak 
menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan 
proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dipihak 
rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner 
tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa 
kalisebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus 
proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih dari 
pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. 
3. Teori Disparitas Pembangunan 
Rahardja dan Manurung (2008), pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan 
perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat yaitu 
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Distribusi 
pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. 
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Disparitas atau dapat disebut juga dengan Ketimpangan merupakan dampak 
yang tidak terelakkan dari pembangunan. Perbedaan yang dimiliki masing-masing 
daerah menjadikan setiap daerah memiliki cara dan kebijakan sendiri dalam 
memajukan perekonomian daerahnya, sehingga ketimpangan ini mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut. Yang menjadi persoalan 
bukan perbedaan yang ada antar daerah tersebut, melainkan adanya kecenderungan 
melebarnya pebedaan (ketimpangan) yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan-
kebijakan pembangunan. Ketimpangan yang terjadi terus-menerus dapat menciptakan 
kemiskinan antar generasi karena rumah tangga yang tidak mampu membiayai 
kebutuhan hidup anaknya akan menyebabkan anaknya menjadi rumah tangga yang 
miskin juga (Lusiana, 2008). Ketimpangan dapat dibagi menjadi ketimpangan 
vertikal dan horizontal. Ketimpangan selain dilihat dari segi ekonomi dapat juga 
dilihat dari social (non ekonomi). 
Ketimpangan vertikal merujuk pada sebuah ketimpangan yang terjadi antar 
individu seperti ketimpangan pendapatan, konsumsi dan kekayaan. Oleh karena itu, 
alat untuk mengukur ketimpangan vertikal adalah kurva Lorenz dan koefisien gini. 
Kedua alat ini dapat memberikan perbandingan antar kelompok pendapatan antar 
penduduk yang paling miskin dan paling kaya. Ketimpangan ini lebih sering 
digunakan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan disuatu daerah walau tidak 
dapat menjelaskan mengapa ketimpangan dapat terjadi. Ketimpangan horizontal lah 
yang mampu menjelaskan ketimpangan vertikal. 
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Ketimpangan horizontal merujuk pada ketimpangan dari pebandingan 
kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, gender. Alat yang biasa 
digunakan adalah indeks theil. Ketimpangan horizontal dapat mengurangi 
kemampuan masyarakat untuk mewujudkan potensinya dan menunjukan adanya 
kendala dalam pengentasan kemiskinan karena mereka yang miskin sulit memperoleh 
akses pelayanan public (Stewart, 2007 Dan Lusiana, 2008 ). 
4. Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah 
Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-
mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori 
Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang 
hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan 
ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal 
sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008). 
Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu 
negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini 
akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila 
proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan 
pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008). 
Myrdal dalam Jhingan (1990), ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan 
sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong 
berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan 
laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincolin Arsyad 
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(1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah 
menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi 
suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, 
karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang 
melakukan ekspansi tersebut. 
Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan 
suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang 
terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh 
tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing 
guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini 
memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan 
dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut 
berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 
ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004). 
Adapun faktor-faktor yang menetukan ketimpangan pembangunan antar wilayah 
antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor 
produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. 
Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah depat pula mempengaruhi 
ketimpangan pembangunan regional. 
C. Hasil Penelitian Terdahulu 
Abdilhaq Fashollatain (2014) “analisis σ dan β Convergence pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia Tahun 2002 - 2012” Penelitian ini menggunakan data sekunder 
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yaitu data rasio pertumbuhan ekonomi tahun 2002-2012, pendapatan per kapita tahun 
2002-2012, pembentukan modal tetap bruto tahun 2002-2012, angkatan kerja tahun 
2002-2012, dan data Total Factor Productivity tahun 2002-2012, 33 provinsi di 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 
pendekatan efek tetap (Fixed Effec Model) dan dummy wilayah. Penelitian ini 
memiliki dua analisis yang berbeda, pertama, analisis σ-Convergence dengan 
menghitung standar deviasi dari log pendapatan per kapita. Dan kedua, analisis β-
Convergence yang dilakukan melalui model Absolute Convergence dan Conditional 
Convergence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis σ-Convergence 
mengalami pola yang menurun, pola ini menggambarkan peluang terjadinya 
penurunan ketimpangan. Hasil analisis Absolute Convergence menunjukkan bahwa 
tidak terdapat konvergensi di Indonesia. Sementara itu hasil analisis Conditional 
Convergence justru menunjukkan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dengan Speed of Convergence sebesar 5,9 persen per tahun dan The Half 
Life of Convergence sebesar 12 tahun. 
Andrian Syah Malik (2014)“Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di 
Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012”Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan 
Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghitungan 
konvergensi sigma menggunakan standar deviasi log PDRB per kapita antar provinsi, 
sementara penghitungan konvergensi beta menggunakan analisis regresi data panel 
dengan pendekatan  Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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terjadi konvergensi sigma dan konvergensi beta setelah pelaksanaan otonomi daerah 
tahun 2001-2012. Penanaman modal asing (PMA), dana perimbangan dan indeks 
pembangunan manusia (IPM) berpengaruh posittif terhadap pertumbuhan PDRB per 
kapita di Indonesia setelah pelaksanaan otonomi daerah. 
Chatarina Anggri Ayu Yulisningrum AM. Rini Setyastuti (2014), “analisis 
konvergensi pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 1992-2012” Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konvergensi pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia tahun 1992-2012. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi OLS (Ordinary Least Square) untuk mengetahui adanya 
konvergensi absolut, konvergensi kondisional, dan konvergensi sigma. Analisis 
konvergensi digunakan untuk melihat apakah kondisi perekonomian di daerah miskin 
tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya, jika tidak terjadi maka hal ini menunjukkan 
telah terjadi divergensi yaitu daerah miskin belum mampu mengejar daerah yang 
kaya. Berdasarkan hasil analisis konvergensi ditunjukkan bahwa pada tahun 1992-
2012 tidak terjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Pertumbuhan 
ekonomi di daerah miskin relatif masih lambat dibandingkan daerah kaya. Dari 
analisis konvergensi sigma ditunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi sigma 
perekonomian di Indonesia, yaitu nilai koefisien variasi yang semakin menurun.  
Denis Jakson Bimbin “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011” Data yang digunakan merupakan data 
sekunder. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 
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Selatan. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pembangunan 
ekonomi adalah analisis ketimpangan Williamson dan Analisi ketimpangan entropi 
Theil serta analais Tipologi Klassen untuk mengetahui klasifikasi laju pertumbuhan 
ekonomi dan Analisis Konvergensi untuk mengetahui apakah kecenderungan 
perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan 
perekonomian-perekonomian kaya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah: (1) Secara keseluruhan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks 
Williamson dan Indeks Entropi Theil hasilnya menunjukkan bahwa tingkat 
ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami ketimpangan, (2) 
Berdasarkan Tipologi Daerah terdapat daerah yang relatif cepat maju dan cepat 
tumbuh terdiri dari 5 kabupaten/kota, daerah yang relatif maju tapi tertekan terdiri 
dari 3 kabupaten, daerah yang relatif berkembang cepat terdiri dari 1 kabupaten, dan 
daerah yang relatif tertinggal terdiri dari 15 kabupaten. (3) Dari Analisis Konvergensi 
menunjukkan tidak terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan  yang berarti 
kecenderungan perekonomian-perekonomian miskin tumbuh lebih lambat 
dibandingkan perekonomian-perekonomian kaya dengan demikian perekonomian 
daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan perekonomian 
antar daerah cenderung akan meningkat. 
Filzah wajdi (2011).“Analisis ketimpangan pembangunanProvinsi sulawesi 
selatan”Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta penyebabnya adalah analisis Indeks 
Williamson dan Indeks Theil. Untuk mengidentifikasi perkembangan aktivitas 
43 
 
ekonomi menggunakan Indeks Diversitas Entropi. Kemudian untuk mengidentifikasi 
ketersediaan infrastruktur yang ada di Provinsi. Sulawesi Selatan adalah dengan 
menggunakan Analisis Skalogram, serta untuk mengidentifikasi pola intreraksi yang 
ada di Kabupaten/kota adalah dengan menggunakan Doubly Constrained Entropy 
Model. Hasil analisis indeks Williamson menginformasikan bahwa terdapat 
ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kecenderungan yang 
meningkat Ketimpangan ini terlihat dari hasil yang ditunjukkan di enam tahun 
terakhir. Nilai yang ditunjukkan juga cukup tinggi berada diatas nilai ketimpangan 
yang dimiliki KBI, meski berada di bawah ketimpangan nasional di tahun 2006. Hal 
ini menunjukkan betapa tingginya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Menelaah lebih lanjut yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan 
dengan menggunakan Indeks Theil menunjukkan bahwa komposisi terbesar penyebab 
ketimpangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan lebih disebabkan karena 
ketimpangan yang terjadi di dalam kab/kota yang ada. Ditunjukkan oleh nilai Theil 
Within yang lebih besar dari Theil Between. Wilayah yang paling besar memberikan 
kontribusi terjadinya ketimpangan antara kab/kota adalah Kota Makassar, Kab. Luwu 
Timur, Kota Palopo, Kab. Pinrang, dan Kab. Pangkep. Sedangkan sektor yang 
memberikan proporsi terbesar terhadap ketimpangan dalam wilayah kab/kota yang 
ada adalah Industri Pengolahan, dan Sektor lainnya, Perkembangan beberapa sektor 
ini kemudian diperkuat dari hasil analisis perkembangan aktivitas ekonomi yang 
menunjukkan belum optimalnya perkembangan aktivitas ekonomi yang terjadi di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Ditunjukkan oleh nilai entropi yang belum mencapai 
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maksimal serta perkembangan sektor yang belum merata, diamana kecenderungan 
sektor pertanian merupakan sektor yang paling merata dibandingkan sektor lainnya, 
dan sector listrik, gas dan air minum yang peling tidak merata penyebaran 
aktivitasnya diseluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.  
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Berdasarkan kajian teori dan analisis penelitian terdahulu, maka dapat disusun 
kerangka penelitian, Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat kerangka pemikiran 
penelitian ini. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan konvergensi di provinsi 
Sulawesi Selatan dari data 2010-2016 dilihat dari dua tes yang dilakukan yaitu, σ-
Convergence dan β-Convergence. β-Convergence sendiri memiliki dua tes yang 
berbeda yaitu Test For Absolute Convergence dan Test For Conditional 
Convergence.  
E. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek 
penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan 
diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
a. Diduga terdapat Sigma-Convergence antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi-
Selatan 






A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya daerah 
Kabupaten/kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu 
penelitian di lakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan September 2017 sampai 
dengan bulan Desember 2017. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder, Analisis yang dipakai dalam penelitian ini 
menggunakan persamaan Barro dan Sala-I Martin (1990) dan analisis regresi data 
panel. Menurut Anton Dajan (2001) yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data 
yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data 
sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (time series) dari 
tahun 2010-2016 dan deret lintang (cross section) sebanyak 24 Kabupaten/Kota 
Diprovinsi Sulawesi Selatan. Definisi lain dari data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari laporan-laporan para peneliti terdahulu, perpustakaan atau lembaga 
lainnya (Hasan, 2002). 
2. Sumber Data 
Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain: 
 Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Sulawesi Selatan dalam beberapa terbitan 
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 Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari 
institusi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian 
untuk memperoleh data sekunder. 
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : 
 PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010 tahun  2010-2016 
 PDRB perkapita Atas Dasar Harga berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. 
 Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2010-2016 
 Jumlah penduduk pada Masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. 
 Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota 
di provinsi Sulawesi Selatan (persen) tahun 2010-2016 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel penelitian merupakan Construct atau konsep yang dapat diukur 
dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai 
fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variable 
independen dan variabale dependen. 
1. Variabel Dependen  
Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan domestik regional bruto 
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(PDRB) per kapita seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan atas dasar 
harga konstan (ADHK) 2010. 
2. Variabel Independen 
Variabel bebas adalah variabel penjelas dari variabel dependen. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita awal atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
Langkah berikutnya setelah menspsifikasi variabel-variabel penelitian adalah 
melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel 
penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan sehingga memberikan 
petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur. 
Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 
(ADHK) 2010, variabel ini mencerminkan tingkat pendapatan  yang diterima 
oleh setiap penduduk di seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan atas harga-harga tahun 2010. 
2. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita awal atas dasar harga 
konstan (ADHK) 2010. Variable ini mencerminkan tingkat pendapatan awal 
yang diterima oleh setiap penduduk di kabupaten/kota di provinsi Sulawesi 
Selatan berdasarkan atas harga-harga tahun 2010. 
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3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel ini mencerminkan kualitas 
sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian 
melalui peningkatan produksi yang lebih efisien dan memiliki daya saing. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Anton Dajan (2001), menyatakan bahwa metode pengumpulan  data 
merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, 
disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan 
para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka 
dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan 
dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode 
pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. 
Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2016. 
Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, serta Browsing Website 
Internet yang terkait dengan masalah konvergensi. 
E. Spesifikasi Model Penelitian 
Pada penelitian ini akan digunakan konsep yang umum digunakan yaitu 
konvergensi sigma (σ) dan konvergensi beta (β) (Barro and Sala-I-Martin, 2004). 
Terdapat perbedaan dalam menganalisa kedua ukuran tersebut. 
a. Konvergensi Sigma (σ-Convergence) 
Lumir Kalhanek (2012) yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan antar 
daerah cenderung mengalami penurunan setiap waktu (Sigma Convergence) 
Konvergensi sigma dianalisis dengan mengukur tingkat disperse dari PDRB, 
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dengan cara menghitung standar deviasi dari nilai logaritma PDRB. Konvergensi 
terjadi jika disperse antar perekonomian semakin menurun seiring dengan 
berjalannya waktu. 
b. Konvergensi Beta (β-Convergence) 
Konvergensi beta menyatakan bahwa daerah-daerah miskin memiliki 
tingkat pertumbuhan tinggi dari pada daerah-daerah maju, hal tersebut terjadi 
saat kondisi perekonomian mengalami masa pendewasaan yaitu terjadi 
pemerataan pendapatan atau perekonomian bergerak ke kondisi Steady State 
(Kalhanek, 2012). 
Setelah mempelajari beberapa model dari berbagai literatur, dan 
melakukan beberapa modifikasi, model akhir yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Menguji Absolute Convergence 
Konvergensi absolut (Absolute Convergence) dihitung dengan 
menggunakan analisis model ekonometrika yang mana log PDRB per kapita 
awal hanya sebagai variabel penjelas bagi log PDRB per kapita. 
Log (Yoit) = β0 + β1 log(yit-1) + Uit 
yoit =  rasio pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun 
 dimana β < 0 
2. Untuk Menguji Conditional Convergence 
konvergensi kondisional (Conditional Convergence) dihitung dengan 
menggunakan analisis ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal 
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sebagai variabel penjelas bagi log PDRB per kapita ditambah dengan 
variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Log (yit/yit-1) = β0 + β1 log (yit) + Xit + Uit 
Log (yoit) = β0 + β1 log(yit) + Xit + Uit 
Dimana β < 0 
log (yit/yit-1) adalah proporsi pendapatan per kapita pada periode sekarang 
(Yit) terhadap pendapatan per kapita ada periode sebelumnya (yit-1), dapat disebut  
juga rasio pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun, (yit) adalah output 
(PDRB) daerah i per tahun, dan b sebagai koefisien dari pendapatan riil perkapita 
awal adalah nilai dari koefisien konvergensi. 
F. Metode Analisis Data Panel 
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode data 
panel serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi eviews 7. Analisis 
dengan menggunakan data panel merupakan kombinasi antara deret waktu Time 
Series dan deret lintang Cross Section (Gujarati, 2012). Model persamaan data Time 
Series di tulis sebagai berikut:  
Yt = β0 + β1X t + Ut ; t = 1,2,…T……………………………………… (1) 
Dimana T adalah banyaknya data Time Series sedangkan model persamaan data 
Cross Section di tulis sebagai berikut: 
Yi = β0 + β1X i + Ui ; i = 1,2, …N ………………………………………………(2) 
Dimana N adalah banyaknya data Cross Section. 
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Mengingat data panel merupakan gabungan dari data Time Series dan Cross 
Section, maka model dapat ditulis dengan : 
Yit = β0 + β1Xit + Uit 
t = 1,2,…,T ; dan i = 1, 2… N……………….………………………………… (3) 
Dimana: 
Yit = Variabel terikat untuk pengamatan ke i periode t 
β 0 = Konstanta 
β = Koefisien regresi 
X = Variable bebas 
U = error 
i  = Unit cross section (individual) 
t  = Periode waktu 
keterangan :  
T  = banyaknya waktu 
N  = banyaknya observasi 
N x T = banyaknya data panel 
Dalam analisis model data panel, terdapat dua macam pendekatan yang 
sering digunakan, yaitu pendekatan efek tetap (Fixed Effect) dan pendekatan efek 
acak (Random Effect). 
Menurut Judge (dalam Gujarati, 2009) terdapat 4 pertimbangan pokok untuk 
memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (Fixed Effect) atau pendekatan 
efek acak (Random Effect) dalam data panel : 
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a. Apabila jumlah Time-Series (T) besar sedangkan jumlah Cross-Section (N) 
kecil, maka hasil Fixed Effect dan  Random Effect tidak jauh berbeda sehingga 
dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu Fixed Effect 
Model (FEM) 
b. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan 
berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit Cross-Section yang kita 
pilih dalam penelitian diambil secara acak (Random) maka Random Effect harus 
digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit Cross Section yang kita 
pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan 
Fixed Effect. 
c. Apabila komponen Error εi individual berkorelasi maka penaksir Random 
Effect akan bias dan penaksir Fixed Effect tidak bias. 
d. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari Random 
Effect dapat terpenuhi, maka Random Effect lebih efisien dibandingkan Fixed 
Effect. 
G. Pengujian Model 
Untuk memilih model regresi yang tepat dari dua teknik tersebut, maka harus 
dilakukan pengujian yaitu Uji Hausman. Adapun pengujian dari Hausman didasarkan 
pada langkah berikut ini: 
Uji Hausman  
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Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau 
Random Effect yang digunakan. Dalam pengujian ini hipotesis yang digunakan 
sebagai berikut:  
H0 = Random Effect Model  
H1 = Fixed Effect Model  
Menolak H0 apabila nilai Chi-Square > Chi Square Table maka model yang 
dipilih adalah Fixed Effect. 
H. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat di ukur dari Goodness of Fit 
fungsi regresinya, secara statistik, analisa ini dapat diukur dari nilai statistik T, nilai 
statistik F, dan koefisien determinasi uji R (Kuncoro, 2011). Analisa regresi ini 
bertujuan untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh variable 
independen terhadap variable dependen serta untuk mengetahui proporsi variable 
independen dalam menjelaskan perubahan variable dependen. 
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji statistik T, dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak di uji adalah apakah suatu 
parameter (αi) sama dengan nol, atau : 
Ho : αi = 0  
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu 
variabel tidak sama dengan nol, atau :  
Ha : αi ≠ 0 
Artinya veriabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen (Imam Gozhali, 2009). Untuk menguji pengaruh variable 
independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat dari nilai probabilitas t 
statistik dari hasil regresi. Apabila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari alfa 
yang ditentukan (α = 5%) maka variabel independen berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya, bila nilai t-statistik lebih besar 
dari α = 5% maka variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama 
terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2009). Uji F dapat dilakukan dengan 
membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. 
Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam 
model sama dengan nol, atau: 
Ho: α1= α2 = …… = α k = 0 
Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) minimal salah 
satu parameter tidak sama dengan nol, atau : 
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Ha : minimal salah satu α k ≠ 0 
Artinya variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen.  
Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 
keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungkan dengan nilai F menurut 
tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 
menerima Ha. 
3. Uji Determinasi (R2) 
Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 
masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (Goodness of Fit) 
digunakan koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi (R2) merupakan angka 
yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) 
yang dijelaskan oleh variabel bebas (X). 
Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 




  BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kondisi Geografis 
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung 
adalah Makassar, dahulu disebut Ujung pandang. Berbagai macam suku mulai dari 
Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan lainnya menyebar di 24 Kabupaten/kota di 
provinsi Sulawesi Selatan, Begitupun penggunaan bahasanya sangat beragam. 
Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12’ sampai dengan 8° Lintang 
Selatan dan 116°48’ sampai dengan 122°36’ Bujur Timur. Di sebelah Barat 
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, di sebelah Utara 
dengan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebelah Timur dengan Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. 
Ketinggian wilayah dari permukaan air laut mulai dari 0 sampai dengan 3.469 
meter. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berbatasan dengan laut, 
kecuali 5 kabupaten yakni Soppeng, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja 
Utara. Adapun desa/kelurahan yang berlokasi di tepi laut sebanyak 531 
desa/kelurahan atau 18 persen. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 danau yaitu danau Tempe dan 
Sidenreng di Kabupaten Wajo serta danau Matano dan Tawuti di Kabupaten Luwu 
Timur. Adapun gunung tertinggi yaitu Rantemario dengan ketinggian 3.440 m diatas 




B. Kondisi Penduduk 
Penduduk terus mengalami pertumbuhan, begitupun penduduk di Sulawesi 
Selatan. Pada tahun 2016, penduduk Sulawesi Selatan telah mencapai 8.606.375 juta 
dengan kepadatan penduduk sebanyak 14.951,18 jiwa/km2. jumlah penduduk 
perempuan sedikit lebih besar dari pada penduduk laki-laki yaitu 4.402.265 persen. 
Penduduk Sulawesi Selatan lebih terkonsentrasi di wilayah kota, yaitu 
Makassar, Parepare, dan Palopo. Tiga kota tersebut memiliki penduduk terpadat, 
bahkan Makassar memiliki kepadatan penduduk hingga 8.246,01 jiwa/km2. atau 43 
kali kepadatan penduduk Sulawesi Selatan. Makassar sebagai ibu kota provinsi 
memiliki  daya tarik yang tinggi dalam hal pekerjaan, peluang usaha, pendidikan dan 
lain-lain. 
luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan 45.764,53 km2 secara administrasi 
pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 kabupaten dan 3 kota 
hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota 
dengan kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran pada tahun 2010 yang terdiri 
dari 303 kecamatan dan 2677 desa/kelurahan. Dengan kabupaten Luwu Utara 
merupakan kabupaten terluas dengan luas 7502,68 km2 luas kabupaten tersebut 
merupakan 16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan (BPS, 2009) 
Penyajian piramida penduduk Sulawesi Selatan dalam kelompok umur lima 
tahunan menggambarkan piramida penduduk muda atau expansive, yaitu jumlah 
penduduk muda lebih banyak daripada penduduk tua. Namun tingkat kelahiran tidak 
terlalu tinggi, begitu pula tingkat kematian tidak terlalu rendah. Dapat pula dikatakan 
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tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 
program Keluarga Berencana (KB) yang sampai saat ini masih digalakkan 
pemerintah cukup berhasil. Tidak hanya untuk menekan angka kelahiran, program 
KB juga dimaksudkan untuk mewujudkan bonus demografi yang berkualitas (BPS, 
2005) 
Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi yang beragam suku, ras 
dan agama  memberikan ketertarikan sendiri tidak hanya bagi provinsi-provinsi lain 
tetapi juga bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sendiri untuk dapat 
meningkatkan kualitas hidupnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan 
meningkatkan kesejahteraan di mana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi 
pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi 
seluruh masyarakat. 
 Dari Tabel 4.1.1, Dibawah ini Dapat dilihat dari rata-rata jumlah penduduk 
bahwa daerah dengan jumlah penduduk terbanyak selama 7 tahun dari 2010-2016 
adalah Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan angka 
784.672 juta jiwa, Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu kabupaten Selayar 
dengan angka 126,81 juta jiwa. Selain itu kabupaten Bone mengalami laju 
pertumbuhan penduduk yang cukup besar pula yaitu 733,41 juta jiwa. Selain itu 
daerah yang berbatasan dengan ibu kota provinsi dan terkategori kota juga memiliki 
laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar yaitu kabupaten/kota Gowa dengan 
angka 692,37 juta jiwa, dibanding daerah lainnya. 
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Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Seluruh 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. 







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep. Selayar 122,055 123,283 124,553 127,22 128,744 130,199 131,605 126,81 
Bulukumba 394,560 398,531 400,99 404,896 407,775 410,485 413,229 404,35 
Bantaeng 176,699 178,477 179,505 181,006 182,283 183,386 184,517 180,84 
Jeneponto 342700 346,149 348,138 351,111 353,287 355,599 357,807 49.259 
Takalar 269,603 272,316 275,034 280,59 283,762 286,906 289,978 279,74 
Gowa 652,941 659,512 670,465 696,096 709,386 722,702 735,493 692,37 
Sinjai 228,879 231,182 232,612 234,886 236,497 238,099 239,689 234,55 
Maros 319,002 322,212 325,401 331,796 335,596 339,300 342,890 330,89 
Pangkep 305,737 308,814 311,604 317,110 320,293 323,597 326,700 316,27 
Barru 165,983 167,653 168,034 169,302 170,316 171,217 171,906 169,20 
Bone 717,682 724,905 728,737 734,119 738,515 742,912 746,973 733,41 
Soppeng 223,826 226,079 226,202 225,512 225,709 226,116 226,305 225,68 
Wajo 385,109 388,985 389,552 390,603 391,980 393,218 394,495 390,56 
Sidrap 271,911 274,648 277,451 283,307 286,610 289,787 292,985 282,39 
Pinrang 351,118 354,652 357,095 361,293 364,087 366,789 369,595 360,66 
Enrekang 190,248 192,163 193,683 196,394 198,194 199,998 201,614 196,04 
Luwu 332,482 335,828 338,609 343,793 347,096 350,218 353,277 343,04 
Tana Toraja 221,081 223,306 224,523 226,212 227,588 228,984 230,195 225,98 
Luwu Utara  287,472 290,365 292,765 297,313 299,989 302,687 305,372 296,57 
Luwu Timur 243,069 245,515 250,608 263,012 269,405 275,595 281,822 261,29 
Toraja Utara 216,762 218,943 220,304 222,393 224,003 225,516 226,988 222,13 
Makassar 1.338.663 1.352.136 1.369.606 140,8072 1.429.242 1.449,40 1.469,60 784.672 
Pare Pare 129,262 130,563 132,048 135,192 136,903 138,699 140,423 134,73 
Palopo 147,932 149,421 152,703 160,819 164,903 168,894 172,916 159,66 
SULAWESI 
SELATAN 
8.034.776 8.115.638 8.190.222 8.342.047 8.432.163 8.520.304 8.606.375 8.320.218 
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Tabel 4.1.2 Banyaknya Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Menurut 
Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Tahun 2016 
Kabupaten/kota 
Jumlah Kelamin Rasio Jenis 
kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
Kep. Selayar 63.292 68.313 131.605 92.65 
Bulukumba 195.229 218.000 413.229 89.55 
Bantaeng 88.985 95.532 184.517 93.15 
Jeneponto 172.894 184.913 357.807 93.50 
Takalar 139.381 150.597 289.978 92.55 
Gowa 361.814 373.679 735.493 96.82 
Sinjai 115.962 123.727 239.689 93.72 
Maros 167.724 175.166 342.890 95.75 
Pangkep 157.976 168.724 326.700 93.63 
Barru 82.619 89.287 171.906 92.53 
Bone 356.691 390.282 746.973 91.39 
Soppeng 106.484 119.821 226.305 88.87 
Wajo 188.727 205.768 394.495 91.72 
Sidrap 143.277 149.709 292.985 95.70 
Pinrang 179.321 190.274 369.595 94.24 
Enrekang 101.197 100.417 201.614 100.30 
Luwu 173.472 179.805 353.277 96.48 
Tana Toraja 116.406 113.789 230.195 102.30 
Luwu Utara 153.296 152.076 305.372 100.80 
Luwu Timur 144.912 136.910 281.822 105.84 
Toraja Utara 113.922 113.066 226.988 100.76 
Makassar 727.314 742.287 1.469.601 97.98 
Pare Pare 69.023 71.400 140.423 96.67 
Palopo 84.192 88.724 172.916 94.89 
Sulawesi Selatan 4.204.110 4.402.265 8.606.375 95.50 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2017.  
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Pada Tabel 4.1.2, di atas dapat dilihat Banyaknya penduduk provinsi Sulawesi 
Selatan menurut kabupaten/kota dan Jenis kelamin tahun 2016. Pada kabupaten/kota 
terbanyak dari penduduk perempuan yaitu Makassar dengan jumlah 71.469.601 ribu 
jiwa, dan penduduk laki-laki berjumlah 727.314 ribu jiwa, dengan rasio jenis kelamin 
97.98 jiwa. Sedangkan penduduk terendah dari penduduk perempuan yaitu 
kabupaten/kota selayar dengan jumlah 68.313 ribu jiwa, dan penduduk laki-laki 
sebanyak 63.292 ribu jiwa, Dengan rasio jenis kelamin 92.65 jiwa.  
Dari Tabel 4.1.3, di bawah dapat dilihat, Wilayah kabupaten yang memiliki 
kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Makassar dengan angka 8.246,01 jiwa, 
sebagai ibu kota provinsi Sulawesi selatan, di ikuti dengan kota Pare-Pare dengan 
angka 1.396,35 jiwa, dan kota Palopo dengan angka 682,340 jiwa. Ketiga daerah ini 
merupakan kota yang berkembang di setiap wilayahnya masing-masing dan 
merupakan daerah pelayanan bagi daerah yang ada di sekitarnya. seperti daerah 
Gowa dan Takalar termasuk daerah yang juga relative padat di karenakan terkena 
efek perluasan dari kota Makassar. Tingginya aktivitas perekonomian kota Makassar 
mampu menjadi faktor penarik bagi para pekerja. Namun karena pertumbuhan 
penduduk di kota Makassar sudah semakin jenuh serta tingginya kebutuhan hidup, 
maka banyak para pendatang pada umumnya memilih untuk berdomisili di wilayah 
kota Makassar, karena juga di untungkan karena memiliki akses yang sangat dekat 






Tabel 4.1.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk Di 
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 
2016. 






Kep. Selayar 903,5 131,605 144,11 
Bulukumba 1.154,67 413,229 355,50 
Bantaeng 395,83 184,517 463,29 
Jeneponto 903,35 357,807 393,64 
Takalar 566,51 289,978 506,44 
Gowa 1.883,32 735,493 383,74 
Sinjai 819,96 239,689 290,38 
Maros 1.619,12 342,890 209,56 
Pangkep 1.112,29 326,700 290,53 
Barru 1.174,71 171,906 145,75 
Bone 4559,00 746,973 162,96 
Soppeng 1.359,44 226,305 166,33 
Wajo 2.506,20 394,495 156,90 
Sidrap 1.883,25 292,985 153,88 
Pinrang 1.961,17 369,595 187,03 
Enrekang 1.786,01 201,614 111.98 
Luwu 3.000,25 353,277 116,73 
Tana Toraja 2054,30 230,195 111,47 
Luwu Utara 7502,68 305,372 40,34 
Luwu Timur 6944,88 281,822 39,68 
Toraja Utara 1151,47 226,988 195,85 
Makassar 175,77 1469,601 8.246,01 
Pare Pare 99,33 140,423 1.396,35 
Palopo 247,52 172,916 682,340 
Sulawesi selatan 45.764,53 8.606,375 14.951,18 
  Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2017 
Adapun kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat pada 
kabupaten/kota Luwu Timur dengan angka 39,68 jiwa, daerah pemekaran baru, 
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meskipun Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak 
tetapi kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah kedua terbesar setelah Luwu 
Utara. Setelah dicermati maka daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
terendah ini berlokasi jauh dari wilayah perkotaan, sehigga dari faktor aksesibilitas 
terhadap pusat pemerintahan provinsi salah satu kendala. 
C. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan penduduk yang besar bagi suatu daerah tidak otomatis menjadi 
modal pembangunan, bahkan dapat pula menjadi beban tanggungan bagi penduduk 
lainnya (Hg. Suseno, 1900). Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan berdampak 
pada usia kerja yang mempengaruhi pertumbuhan maupun jumlah angkatan kerja. 
Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk memperluas lapangan kerja produktif, 
baik jumlah maupun mutunya. Melalui pembangunan ketenagakerjaan diharapkan 
terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunanan jumlah 
pengangguran. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ketenagakerjaan yakni 
kondisi perekonomian suatu negara, kebijakan pemerintah serta perkembangan 
teknologi (BPS, 2000). 
Peningkatan serta tingginya pertumbuhan kabupaten/kota diprovinsi Sulawesi 
Selatan diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Akan tetapi bila dilihat dari table 4.2.1 di bawah ini, mengenai Laju 
pertumbuhan PDRB ADHK dilihat dari Rata-rata, kabupaten/kota diprovinsi 
Sulawesi selatan. Kabupaten/kota Makassar dengan nilai 8,69 % laju pertumbuhan 
PDRB DHK mencapai titik tertinggi selama 7 tahun. Sedangkan kabupaten/kota 
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terendah yaitu Luwu timur dengan nilai 5,07%. Melihat keadaan tersebut 
menandakan masih terjadinya ketimpangan di kabupaten/kota diprovinsi Sulawesi 
Selatan. 
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut 




Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 8,01 8,52 9,18 9,18 9,18 8,81 7,35 8,60 
Bulukumba 6,27 6,38 8,97 7,79 8,21 5,61 6,90 7,16 
Bantaeng 7,90 8,43 8,49 9,01 7,92 6,63 7,39 7,97 
Jeneponto 7,25 7,32 7,27 6,65 7,71 6,53 8,43 7,31 
Takalar 6,85 7,34 7,40 8,80 9,00 8,40 9,61 8,20 
Gowa 6,05 6,20 7,28 9,44 6,94 6,79 7,63 7,19 
Sinjai 6,03 5,90 6,34 7,8 6,98 7,54 7,16 6,82 
Maros 7,03 7,57 8,00 6,28 5,23 8,58 9,52 7,46 
Pangkep 6,34 9,17 9,61 9,33 10,16 7,96 8,24 8,68 
Barru 6,54 7,41 7,76 7,91 6,64 6,31 6,09 6,95 
Bone 7,63 6,20 8,01 6,31 8,92 8,29 9,06 7,77 
Soppeng 4,45 7,95 7,48 7,24 6,76 5,10 8,24 6,75 
Wajo 5,71 10,9 8,99 6,86 9,15 7,05 4,98 7,66 
Sidrap 4,45 7,08 8,37 6,94 7,76 7,98 9,00 8,04 
Pinrang 6,23 7,12 8,27 7,28 8,11 8,24 7,51 7,54 
Enrekang 5,00 6,91 7,18 5,84 5,88 6,89 7,64 6,48 
Luwu 6,95 7,47 7,49 7,74 8,73 7,26 7,99 7,66 
Tator 6,31 7,88 8,12 7,28 6,56 6,84 7,42 7,20 
Luwu utara 5,93 7,29 8,03 7,4 8,47 6,66 7,49 7,32 
Luwu timur 15,4 5,70 2,94 6,31 8,47 6,43 1,62 5,07 
Toraja utara 7,00 7,90 8,47 9,75 7,54 7,65 8,21 8,07 
Makassar 9,83 9,65 9,88 8,55 7,39 7,46 7,99 8,69 
Pare-pare 8,26 7,80 7,92 7,97 6,09 6,28 6,87 7,31 
Palopo 7,29 8,16 8,68 8,08 6,66 6,45 6,98 7,47 
Sulawesi-selatan 8,19 7,61 8,37 7,63 7,57 7,17 7,41 7,71 






D. Indeks Pembangunan Manusia 
Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan 
pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang di anggap berharga. 
Beberapa hal penting yang diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah agar 
manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dah sehat, berpengetahuan, dan 
mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang di perlukan untuk hidup layak. 
Untuk perkembangan pembangunan manusia yang representrif maka dapat di hitung 
melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Indikator pembangunan yang di hitung melalui IPM terdiri dari tiga dimensi 
yang meliputi, panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan 
hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat 
pendaftaran sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang 
layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Angka IPM ini berkisar dari 0 
sampai 100, semakin mendekati 100 maka tingkat pembangunan manusia yang 
semakin bagus. Untuk menghitung IPM dapat digunakan dengan rumus sebagai 
berikut (UNDP, 2004). 
 IPM =1/3 (Y1 + Y2 + Y3)……………………………………………………..(4) 
Dimana: IPM = Indeks Pembangunan Manusia 
Y1 = Indeks Harapan Hidup 
Y2 = Indeks Pendidikan 
Y3 = Indeks Standar Hidup Layak 
69 
 
Indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu instrument yang dapat 
mewakili dari tujuan pembangunan manusia sehingga dapat mengetahui capaian 
pembangunan manusia di suatu wilayah. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi 
akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, karena input 
produksi yaitu manusia yang terserap dalam faktor produksi yang memiliki tingkat 
kreativitas dan produktivitas yang dapat menghasilkan output yang berkualitas. 
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Persen) Tahun 2010-2016 
Kabupaten/kota 
Tahun Rata-
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 61,20 62,53 62,87 63,16 63,66 64,32 64,95 63,24 
Bulukumba  62,90 63,36 63,82 64,27 65,24 65,58 66,46 64,52 
Bantaeng  62,90 63,07 63,99 64,88 65,77 66,20 66,59 64,77 
Jeneponto  60,32 58,95 59,62 60,55 61,45 61,61 61,81 60,62 
Takalar  60,05 60,83 61,66 62,58 63,53 64,07 64,96 62,53 
Gowa  63,23 64,42 64,65 65,45 66,12 66,87 67,70 65,49 
Sinjai  61,12 62,13 62,74 63,47 63,83 64,48 65,36 63,30 
Maros  63,52 64,95 65,50 66,06 66,65 67,13 67,76 65,94 
Pangkep  62,03 63,60 64,30 65,24 66,16 66,65 66,86 64,98 
Barru  64,33 65,73 66,07 67,02 67,94 68,64 69,07 66,97 
Bone  60,00 60,21 60,77 61,40 62,09 63,11 63,86 61,63 
Soppeng  62,15 63,80 64,05 64,43 64,74 65,33 65,95 64,35 
Wajo  63,01 64,00 64,88 65,79 66,49 66,90 67,52 65,51 
Sidrap  64,09 65,88 66,19 67,15 68,14 69,00 69,39 67,12 
Pinrang  65,00 66,96 67,64 68,14 68,92 69,24 69,42 67,90 
Enrekang 66,09 67,03 67,74 68,39 69,37 70,03 70,79 68,49 
Luwu  63,05 64,71 65,43 66,39 67,34 68,11 68,71 66,25 
Tator  62,17 63,22 63,96 64,55 65,08 65,75 66,25 64,43 
Luwu utara  64,22 65,57 65,99 66,40 66,90 67,44 67,81 66,33 
Luwu timur 65,27 68,94 69,34 69,53 69,75 70,43 70,95 69,17 
Toraja utara 63,57 64,48 64,89 65,65 66,15 66,76 67,49 65,57 
Makassar  66,36 77,82 78,47 78,98 79,35 79,94 80,53 77,35 
Pare-pare 73,59 74,20 74,67 75,10 75,66 76,31 76,48 75,14 
Palopo  73,11 74,02 74,54 75,02 75,65 76,27 76,45 75,01 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan 2017, Data Diolah 
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Pada Tabel 4.3 di atas, dapat di lihat dari rata-rata IPM kabupaten/kota, secara 
umum mengalami peningkatan terlihat pada setiap tahunnya terus mengalami 
peningkatan dimana, Kota Makassar merupakan daerah yang tertinggi dibanding 
daerah lainnya, Kota Makassar IPM mencapai persentase 77,35 persen. Sementara 
daerah yang juga tertinggi IPM nya yakni Kota Pare-Pare 75,14 persen, Kota Palopo 
75,01 persen, dan Kabupaten Enrekang 68,49 persen. Sementara IPM kategori sedang 
dipegang 19 kabupaten/kota lainnya. dan yang paling rendah IPM nya adalah 
Kabupaten Jeneponto yang hanya mencapai 60,62 persen. 
E. Konvergens Sigma  (σ-Convergence)  
Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ada atau 
tidaknya Sigma Convergence PDRB per kapita di provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2010-2016. perhitungan nilai Sigma-Convergence bertujuan untuk melihat apakah 
terjadi penurunan disparitas pendapatan perkapita masyarakat di provinsi Sulawesi 
Selatan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji adanya Sigma 
Convergence. Salah satu cara yang paling sering digunakan yaitu dengan cara 
menghitung log standar deviasi pendapatan per kapita tiap kabupaten/kota. Dari hasil 
perhitungan tersebut menyatakan bahwa terjadi Divergence di provinsi Sulawesi 
Selatan pada periode pengamatan. 
Dari tabel di bawah ini  dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi di Provinsi 
Sulawesi Selatan cenderung mengalami peningkatan, selain itu rata-rata nilai standar 
deviasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu 13.16 
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artinya ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 
relative besar. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini. 
Tabel 4.4 Ukuran Dispersi PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Tahun 2010-2016. 











  Sumber : Data Diolah, 2018 
Standar deviasi adalah ukuran variabilitas relatif yang dinyatakan, sebagai 
persentase dan tidak melalui satuan data yang dirujuk. Jika Standar deviasi secara 
umum mengalami penurunan sewaktu-waktu maka terjadi konvergensi, tetapi jika 
standar deviasi mengalami kenaikan atau peningkatan dari waktu ke waktu setiap 
tahunnya maka terjadi divergensi. 
Untuk lebih jelasnya dapat di jelaskan pada gambar di bawah ini trend standar 
deviasi kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan pada tahun pengamatan yang 





Gambar 4.1 Trend Standar Deviasi Dari PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota  Di 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2014. 
Sumber : Data Diolah, 2018 
F. Analisis Konvergensi Beta (β-Convergence) 
1. Analisis Absolute Convergence 
Langkah selanjutnya setelah dilakukan pengukuran Sigma Convergence 
maka dilakukan perhitungan Beta Convergence. Beta Convergence terbagi dua 
yaitu Absolut Convergence dan Conditional Convergence. Absolute Convergence 
dilakukan dengan mengestimasi model tanpa mengikut sertakan variabel  
independen lain dimana hanya variabel PDRB per kapita tahun sebelumnya yang 
menjadi satu-satunya variabel penjelas. Hipotesis Absolute Convergence 
menyatakan bahwa daerah dengan pendapatan perkapita yang rendah akan dapat 
menyusul dan bahkan menyaingi daerah dengan pendapatan perkapita yang lebih 
tinggi. Dikatakan absolut karena dengan pengujiannya tidak dilakukan 
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Standar Deviasi Log PDRB Per kapita
Tahun Standar Deviasi Log PDRB Per kapita
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Hubungan negatif antara pendapatan perkapita dengan pendapatan perkapita tahun 
sebelumnya menunjukkan terjadinya proses Absolute Convergence.  
b. Uji Hausman 
Untuk menganalisis Beta Convergence maka ditentukan terlebih dahulu 
pemodelan data panel yang tepat apakah Fixed Effect atau Random Effect. Dengan 
menentukan pemodelan data panel yang tepat kita akan mendapatkan hasil regresi 
yang terbaik. 
Uji Hausman digunakan untuk membandingkan Random Effect dan Fixed 
Effect. Teknik mana yang lebih baik digunakan apakah Random Effect atau Fixed 
Effect. Hipotesa dari uji Hausman ini adalah sebagai berikut: 
H0  = Random Effect diterima jika nilai Prob>chi
2 besar dari 0.05 
H1  = Fixed Effect diterima jika nilai Prob>chi2 kecil dari 0.05 
Dari gambar di bawah ini menunjukkan hasil estimasi regresi model data 
panel dalam menentukan model regresi mana yang cocok digunakan untuk 
pengujian Model Absolute Convergence.  
Dari output di atas dapat dilihat bahwa Prob>chi2 besar dari alpha 5% 
untuk membandingkan Random Effect dengan Fixed Effec. Dapat dilihat bahwa 
Prob>F sebesar 0.0000 dan kecil dari alpha 5% sehingga hipotesis nol ditolak. 
Artinya Random Effect lebih baik digunakan dari pada Fixed Effect dalam 










Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
         




     
     C 0.394052 0.171236 2.301228 0.0228 
PDRB AWAL 0.987320 0.006007 164.3552 0.0000 
Sumber: Output Eviews 7, Data Diolah 2018 
c. Hasil Regresi Absolute Convergence 
Untuk menghitung konvergensi absolut dilakukan dengan menggunakan 
teknik regresi ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal hanya sebagai 
variabel penjelas bagi log PDRB per kapita. Untuk menghitung konvergensi 
absolut digunakan analisis regresi data panel berdasarkan pendekatan Random 
Effect yang dihasilkan melalui pemilihan model berdasarkan Uji Hausman. 
Pengujian Absolute Convergence kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan 
pada periode pengamatan. 
Dari hasil estimasi di bawah ini menunjukan bahwa koefisien pendapatan 
per kapita memiliki nilai positif signifikan, yaitu pendapatan per kapita tahun awal 
berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita tahun sekarang. 
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB AWAL 0.987320 0.995576 0.000026 0.1056 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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Artinya, terjadi divergensi antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan pada 
periode pengamatan.  
Gambar 4.3 Hasil Estimasi Absolute-Convergence 
 
Sumber: Output Eviews 7, Data Diolah 2018 
Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan aplikasi statistik maka 
diperoleh persamaan regresi Absolute Convergence sebagai berikut: 
Log (Yoit) = β0 + β1 log(Yit-1) + Uit 
Log (Yoit) = 0.166967 + 0995576 + Uit 
Divergensi yaitu jika daerah dengan perekonomian miskin memiliki 
kecenderungan tingkat pertumbuhan lebih lambat dari pada daerah dengan 
perekonomian kaya. Hal tersebut menyebabkan tidak terjadi Catching Up Effect.   
d. Pengujian Statistik Analisis Regresi 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model yang 
digunakan dapat menjelaskan variabel terikat (Dependent Variable), artinya, 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.166967 0.098689 1.691838 0.0926 
PDRB AWAL 0.995576 0.003170 314.0500 0.0000 
 
     
          
R-squared 0.998320 Mean dependent var 26.82010 
Adjusted R-squared 0.998310 S.D. dependent var 14.18860 
S.E. of regression 0.583356 Sum squared resid 56.49052 
F-statistic 98627.40 Durbin-Watson stat 1.174718 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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uji ini mengukur keberhasilan sebuah model dalam fungsinya sebagai 
prediktor nilai variabel terikat. Nilai ini merupakan fraksi dari variasi yang 
mampu dijelaskan oleh model secara baik. Nilai R2 berada pada range nol 
sampai dengan satu. 
Dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted (R2), dikarenakan 
nilai Adjusted (R2) telah disesuaikan dengan banyaknya df (Degree of 
Freedom). Sehingga lebih tepat dan sesuai dengan model penelitian ini, 
mengingat penggunaan data panel yang mengakibatkan df menjadi besar. 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 
variasi dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam 
model. Dari hasil analisis estimasi pada konvergensi absolut  terlihat pada  
gambar 4.3, nilai dari Adjusted R2 sebesar 0.998320 berarti variasi variabel 
dependen pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita yang mampu dijelaskan 
oleh variabel independen PDRB per kapita awal sebesar 99% dan sisanya 
(1%) dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. 
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 
independen secara besama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 
(Algifari, 1997). Dalam penelitian ini guna memastikan apakah variabel 
independen (PDRB per kapita awal) mampu menaksir variabel dependen 
(PDRB per kapita), maka dilakukan dengan cara membandingkan F statistik 
dengan F tabel dengan penggunaan (α = 5%). 
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Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Apabila nilai Fhitung lebih 
besar dari nilai Ftabel atau probabilitas F lebih kecil dari 5 % (α = 5%) maka 
variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen.  
Dari estimasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari Fhitung adalah 
98627.40 dengan  probabilitas F sebesar 0.000000 lebih kecil dari alpha 5 % 
(α = 5%). Hal ini berarti variabel independen PDRB per kapita awal dapat 
mempengaruhi secara signifikan variabel dependen  PDRB per kapita atau 
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dalam penelitian ini Ho di tolak 
dan Ha di terima. 
3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap 
variable independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan 
cara membandingkan nilai t statistik dengan nilai t tabel dengan penggunaan 
(α= 5 persen).  
Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai Thitung untuk variabel PDRB 
per kapita (dalam log) sebesar 314.0500 lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 
1,717, maka secara individu variabel PDRB per kapita (dalam log) 
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berpengaruh positif terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010-
2016. Dengan demikian dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho.  
2. Analisis Conditional Convergence 
konvergensi kondisional (Conditional Convergence) dihitung dengan 
menggunakan analisis ekonometrika yang mana log PDRB per kapita awal sebagai 
variabel penjelas bagi log PDRB per kapita ditambah dengan variabel-variabel lain 
sebagai penentu ting kat pertumbuhan PDRB per kapita yaitu Indeks 
Pembangunan Indonesia (IPM). Penghitungan konvergensi kondisional ini 
menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. 
a. Hasil Regresi Konvergensi Kondisional 
Estimasi Conditional Convergence digunakan untuk melihat faktor-faktor  
selain pendapatan PDRB per kapita tahun sebelumnya yang mempengaruhi 
terjadinya konvergensi pendapatan perkapita di provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengujian kondisional konvergensi sebagai berikut: 
Dari hasil estimasi di bawah ini dapat di lihat bahwa terjadi divergensi, 
dimana nilai koefisien kedua variabel tersebut bernilai positif. Artinya, daerah 
dengan perekonomian miskin tumbuh lebih lambat di bandingkan dengan daerah 
yang kaya. Tetapi, Jika koefisien regresi memiliki tanda negatif menunjukkan 
bahwa terjadi konvergensi. Dimana, daerah miskin mampu tumbuh lebih cepat 





Gambar  4.4 Hasil Estimasi Conditional-Convergence 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
   L   C -2.818723 2.890168 -0.975280 0.3311 
PDRB AWAL 0.977550 0.010614 92.09923 0.0000 
IPM 0.052668 0.047298 1.113556 0.2674 
   
 
Sumber: Output Eviews 7, Data Diolah 2018 
Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan aplikasi statistik maka 
diperoleh persamaan regresi Conditional Convergence sebagai berikut: 
Log (Yoit) = β0 + β1 log(Yit-1) + Xit + Uit 
Log (Yoit) = -2.818723 + 0.977550 Yit-1 + 0.052668Xit + Uit 
b. Pengujian Statistik Analisis Regresi 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi 
dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dari 
Hasil analisis estimasi pada konvergensi kondisional gambar 4.4 menunjukkan 
bahwa nilai dari Adjusted R2 sebesar 0.998636 artinya bahwa variasi perubahan 
variabel dependen pertumbuhan PDRB per kapita yang dapat dijelaskan oleh 
PDRB per kapita awal, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 99% dan 
sisanya sebesar (1%) dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model. 
     
     R-squared 0.998636    Mean dependent var 27.54940 
Adjusted R-squared 0.998395    S.D. dependent var 14.46954 
S.E. of regression 0.579632    Akaike info criterion 1.888540 
Sum squared resid 47.70818    Schwarz criterion 2.372010 
Log likelihood -132.6373    Hannan-Quinn criter. 2.084756 
F-statistic 4157.083    Durbin-Watson stat 1.361240 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini guna menguji pengaruh tiap variable 
independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai Tstatistik dengan nilai Ttabel dengan penggunaan (α = 5 
persen). 
Berdasarkan hasil gambar 4.4 diperoleh nilai Thitung untuk variabel PDRB per 
kapita (dalam log) sebesar 92.09923 lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 1,720, 
maka secara individu variabel PDRB per kapita (dalam log) berpengaruh positif 
terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun pengamatan. Dan Thitung 
variabel indeks pembangunan manusia sebesar 1.11355 lebih kecil dari Ttabel yaitu 
1,720, maka secara individual variabel indeks pembangunan manusia secara 
positif tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu.  
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Apabila nilai Fhitung lebih besar 
dari nilai Ftabel atau probabilitas F-statistik lebih kecil dari 5 % (α = 5%) maka 
variabel-variabel independen dalam model secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen.  
Hasil  estimasi konvergensi kondisional  pada gambar 4.4 menunjukkan 
bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 lebih kecil dari pada (α = 5). 
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Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini secara bersama-sama variabel 
independen (PDRB per kapita awal dan Indeks Pembangunan Manusia) 
berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan demikian dalam 
penelitian ini Ho di tolak dan Ha di terima. 
G. Interpretasi Hasil 
1. Konvergens Sigma 
Hasil yang di peroleh dari perhitungan standar deviasi pada tabel 4.4.1, 
menunjukkan bahwa dispersi nilai logaritma PDRB perkapita dari 24 
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan selama periode tertentu relatif 
meningkat dalam periode pengamatan. tingkat dispersi yang relatif meningkat ini 
menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan disparitas PDRB per 
kapita antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 
pengamatan. Atau dengan kata lain telah terjadi Divergence pada kabupaten/kota 
di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2016. selain itu rata-rata nilai standar 
deviasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu 
13,16. artinya, ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan relative besar pada periode tertentu. 
Divergensi terjadi karena tingginya disparitas pendapatan komposisi atau 
potensi ekonomi antar daerah, di sebabkan oleh faktor perbedaan sumber daya 
alam, keadaan geografis, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah, dan 
kurang lancarnya perdagangan antar daerah karena kurang memadainya 
infrastruktur. Di mana kota Makassar memiliki aktivitas perekonomian di hampir 
82 
 
semua sektor sedangkan kabupaten/kota lain tidak demikian padahal PDRB 
bersumber dari aktivitas perekonomian. Hal tersebutlah yang menyebabkan 
diversifikasi yang terlampau tinggi dari kabupaten/kota lainnya yang berdampak 
pada nilai PDRB perkapita provinsi, sehingga menyebabkan disparitas antar 
wilayah.  
 Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdilhaq 
Fashollatain (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis α Dan β 
Convergence Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2002 - 2012” hasil 
analisis sigma konvergensi menunjukkan bahwa analisis σ-Convergence 
mengalami pola yang menurun, pola ini menggambarkan peluang terjadinya 
penurunan ketimpangan, atau terjadi sigma konvergensi di indonesia tahun 2002-
2012. 
Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Denis Jakson Bimbin (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 
Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-
2011. Hasil penelitiannya yaitu tidak terjadi sigma konvergensi di provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2001-2011. 
2. Konvergens beta 
Berdasarkan pengujian konvergensi beta pada gambar 4.3 dan 4.4, di 
kemukakan bahwa tidak terjadi konvergensi, tetapi terjadi divergensi pada 
periode pengamatan di tandai oleh tanda koefisien parameter yang bernilai 
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positif, namun jika konvergensi terjadi maka nilai koefisien parameter harus 
bernilai negatif.  
Rata-rata kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan di dominasi oleh 
sektor pertanian, yang mana sektor pertanian memiliki nilai ekonominya relative 
kecil di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Artinya, nilai daya tambah 
produksi pertanian lebih kecil di bandingkan dengan nilai daya tambah sektor-
sektor lainnya, Sehingga daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi di sektor 
non pertanian memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seperti, ketiga kota madya 
yakni Makassar, Pare-Pare, dan Palopo yang cenderung bergerak pada sektor 
perdagangan, hotel dan restoran.  
Sektor pertanian, hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan 
kelembagaan pemerintah. Hal ini di karenakan kelembagaan yang ada lebih 
terfokus pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap 
pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. beralihnya lahan pertanian menjadi non 
pertanian, Sehingga memang layak terjadi yang namanya disparitas atau 
perbedaan pendapatan antar daerah. Kenapa, karena daerah-daerah yang rata-rata 
daerah tertinggal tertumpuh pada sektor pertanian yang mana nilai tambah 
ekonominya kecil di bandingkan dengan daerah-daerah lain yang maju yang 
sektor pertanian tidak terlalu besar tetapi dia bertumpuh pada sektor-sektor lain 
yang mempunyai nilai daya tambah yang tinggi. Misalnya sektor listrik,air dan 
gas, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan 
dan komunikasi, dan sektor keuangan dan persewaan. Dalam hal ini daerah yang 
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memiliki pendapatan kecil atau miskin tidak mampu mengejar daerah yang 
memiliki pendapatan tinggi atau kaya, sehingga menyebabkan tidak terjadi yang 
namanya Catching Up Effect atau pengejaran efek. 
Penelitian ini di buktikan oleh penelitian Reniwati dalam penelitiannya 
yang berjudul Analisis Sektor-sektor Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan 
Periode 2007-2011 yang menyatakan bahwa sektor pertanian berada pada sektor 
yang tidak berkembang sehingga nilai ekonominya lebih kecil di bandingkan 
sektor-sektor lain yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dari pertanian. 
Penelitian ini sejalan dengan peneltian Chatarina Anggri Ayu 
Yulisningrum AM. Rini Setyastuti (2014), “Analisis Konvergensi Pertumbuhan 
Ekonomi Di Indonesia Tahun 1992-2012” yang menyatakan bahwa tidak terjadi 
konvergensi beta atau terjadi divergensi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di 







1. Berdasarkan hasil regresi pada analisis Sigma Convergence menunjukkan 
bahwa tidak terjadi Convergence, tetapi terjadi Divergence antar 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2016. Hal 
tersebut terlihat dari hasil standar deviasi pada setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. 
2.  Hasil analisis Beta Convergence dengan perhitungan Absolute 
Convergence dan Conditional Convergence dengan menggunakan 
variabel penjelas selain PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita awal dan 
indeks pembangunan manusia dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
Convergence, tetapi terjadi Divergence antar kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2010-2016.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya dapat dirumuskan 
beberapa saran berikut ini: 
1.  Untuk mengatasi terjadinya  ketimpangan diperlukan kerjasama dan 
koordinasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
mengejar ketertinggalan pembangunan antar wilayah. Kebijakan yang 
berkesinambungan sangat dibutuhkan  dalam upaya mengatasi  daerah 
tertinggal dan pemerataan pertumbuhan. 
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2. Dari hasil penelitian ini diharapkan Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih 
mengembangkan semua potensinya di setiap sektor untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota dan diharapkan dapat 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2010-2016. 
Kab/kota Tahun Rata- 
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 
14,77 17,08 19,62 22,64 27,14 31,86 35,61 24,10 
Bulukumba  11,98 13,30 15,53 17,75 20,56 23,31 26,27 18,39 
Bantaeng  15,21 18,18 21,28 24,13 27,23 30,56 34,06 24,38 
Jeneponto  10,34 11,83 13,54 15,01 17,43 19,69 22,02 15,69 
Takalar  12,28 13,88 15,75 17,83 20,73 23,77 26,75 18,71 
Gowa  10,89 12,31 13,74 15,39 16,98 19,03 21,08 15,63 
Sinjai  16,47 18,68 21,13 23,85 27,42 31,57 34,68 24,83 
Maros  22,85 26,54 31,79 36,07 40,71 45,99 52,18 36,59 
Pangkep  28,21 32,22 37,51 43,39 49,86 57,12 63,11 44,49 
Barru  15,38 17,40 19,97 22,64 26,03 28,87 31,81 23,16 
Bone  15,36 17,70 20,33 22,79 26,92 31,34 35,36 24,26 
Soppeng  16,55 19,05 21,15 23,95 27,35 30,26 35,07 24,77 
Wajo  19,47 23,07 26,12 29,77 34,84 38,45 41,93 30,52 
Sidrap  16,26 19,02 21,83 24,48 28,08 32,11 37,77 25,65 
Pinrang  18,73 21,25 24,39 27,38 31,22 35,83 40,02 28,40 
Enrekang 13,64 15,81 17,77 20,98 23,35 26,2 29,27 21,00 
Luwu  15,36 17,43 19,67 22,34 25,98 29,59 33,78 23,45 
Tator  10,76 12,54 14,38 16,28 18,8 21,43 23,83 16,86 
Luwu utara  14,76 16,95 18,89 21,32 25,3 28,73 32,06 22,57 
Luwu timur 40,54 55,28 59,47 63,35 76,08 69,71 67,62 61,72 
Toraja utara 11,52 13,53 16,06 19,02 22,45 26,07 30,06 19,82 
Makassar  43,61 49,29 56,24 62,75 70,25 78,87 86,84 63,98 
Pare-pare 20,59 23,37 26,25 29,15 32,38 36,5 39,49 29,68 
Palopo  19,63 21,81 23,57 26,00 28,90 3,68 34,18 22,54 






Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Awal Atas Dasar Harga 
Konstan Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota 
Tahun 2008-2014. 
Kab/kota Tahun Rata- 
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 7,60 17,08 19,62 22,64 27,14 31,86 35,61 24,10 
Bulukumba  11,98 13,30 15,53 17,75 20,56 23,31 26,27 18,39 
Bantaeng  15,21 18,18 21,28 24,13 27,23 30,56 34,06 24,38 
Jeneponto  10,34 11,83 13,54 15,01 17,43 19,69 22,02 15,69 
Takalar  12,28 13,88 15,75 17,83 20,73 23,77 26,75 18,71 
Gowa  10,89 12,31 13,74 15,39 16,98 19,03 21,08 15,63 
Sinjai  16,47 18,68 21,13 23,85 27,42 31,57 34,68 24,83 
Maros  22,85 26,54 31,79 36,07 40,71 45,99 52,18 36,59 
Pangkep  28,21 32,22 37,51 43,39 49,86 57,12 63,11 44,49 
Barru  15,38 17,40 19,97 22,64 26,03 28,87 31,81 23,16 
Bone  15,36 17,70 20,33 22,79 26,92 31,34 35,36 24,26 
Soppeng  16,55 19,05 21,15 23,95 27,35 30,26 35,07 24,77 
Wajo  19,47 23,07 26,12 29,77 34,84 38,45 41,93 30,52 
Sidrap  16,26 19,02 21,83 24,48 28,08 32,11 37,77 25,65 
Pinrang  18,73 21,25 24,39 27,38 31,22 35,83 40,02 28,40 
Enrekang 13,64 15,81 17,77 20,98 23,35 26,20 29,27 21,00 
Luwu  15,36 17,43 19,67 22,34 25,98 29,59 33,78 23,45 
Tator  10,76 12,54 14,38 16,28 18,8 21,43 23,83 16,86 
Luwu utara  14,76 16,95 18,89 21,32 25,3 28,73 32,06 22,57 
Luwu timur 
40,54 55,28 59,47 63,35 76,08 69,71 67,62 61,72 
Toraja 
utara 11,52 13,53 16,06 19,02 22,45 26,07 30,06 19,82 
Makassar  43,61 49,29 56,24 62,75 70,25 78,87 86,84 63,98 
Pare-pare 20,59 23,37 26,25 29,15 32,38 36,5 39,49 29,68 
Palopo  19,63 21,81 23,57 26,00 28,90 3,68 34,18 22,54 









Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi-Selatan 
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016 
Kabupaten/kota Tahun Rata-
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 61,20 62,53 62,87 63,16 63,66 64,32 64,95 63,24 
Bulukumba  62,90 63,36 63,82 64,27 65,24 65,58 66,46 64,52 
Bantaeng  62,90 63,07 63,99 64,88 65,77 66,20 66,59 64,77 
Jeneponto  60,32 58,95 59,62 60,55 61,45 61,61 61,81 60,62 
Takalar  60,05 60,83 61,66 62,58 63,53 64,07 64,96 62,53 
Gowa  63,23 64,42 64,65 65,45 66,12 66,87 67,70 65,49 
Sinjai  61,12 62,13 62,74 63,47 63,83 64,48 65,36 63,30 
Maros  63,52 64,95 65,50 66,06 66,65 67,13 67,76 65,94 
Pangkep  62,03 63,60 64,30 65,24 66,16 66,65 66,86 64,98 
Barru  64,33 65,73 66,07 67,02 67,94 68,64 69,07 66,97 
Bone  60,00 60,21 60,77 61,40 62,09 63,11 63,86 61,63 
Soppeng  62,15 63,80 64,05 64,43 64,74 65,33 65,95 64,35 
Wajo  63,01 64,00 64,88 65,79 66,49 66,90 67,52 65,51 
Sidrap  64,09 65,88 66,19 67,15 68,14 69,00 69,39 67,12 
Pinrang  65,00 66,96 67,64 68,14 68,92 69,24 69,42 67,90 
Enrekang 66,09 67,03 67,74 68,39 69,37 70,03 70,79 68,49 
Luwu  63,05 64,71 65,43 66,39 67,34 68,11 68,71 66,25 
Tator  62,17 63,22 63,96 64,55 65,08 65,75 66,25 64,43 
Luwu utara  64,22 65,57 65,99 66,40 66,90 67,44 67,81 66,33 
Luwu timur 65,27 68,94 69,34 69,53 69,75 70,43 70,95 69,17 
Toraja utara 63,57 64,48 64,89 65,65 66,15 66,76 67,49 65,57 
Makassar  66,36 77,82 78,47 78,98 79,35 79,94 80,53 77,35 
Pare-pare 73,59 74,20 74,67 75,10 75,66 76,31 76,48 75,14 
Palopo  73,11 74,02 74,54 75,02 75,65 76,27 76,45 75,01 











Penghitungan Konvergens Sigma (Sigma Convergence) 
Logaritma PDRB Perkapita Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Sulawesi-Selatan Tahun 2010-2016 
Kab/kota Tahun Rata- 
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kep.selayar 14,77 17,08 19,62 22,64 27,14 31,86 35,61 24,10 
Bulukumba  11,98 13,3 15,53 17,75 20,56 23,31 26,27 18,39 
Bantaeng  15,21 18,18 21,28 24,13 27,23 30,56 34,06 24,38 
Jeneponto  10,34 11,83 13,54 15,01 17,43 19,69 22,02 15,69 
Takalar  12,28 13,88 15,75 17,83 20,73 23,77 26,75 18,71 
Gowa  10,89 12,31 13,74 15,39 16,98 19,03 21,08 15,63 
Sinjai  16,47 18,68 21,13 23,85 27,42 31,57 34,68 24,83 
Maros  22,85 26,54 31,79 36,07 40,71 45,99 52,18 36,59 
Pangkep  28,21 32,22 37,51 43,39 49,86 57,12 63,11 44,49 
Barru  15,38 17,4 19,97 22,64 26,03 28,87 31,81 23,16 
Bone  15,36 17,7 20,33 22,79 26,92 31,34 35,36 24,26 
Soppeng  16,55 19,05 21,15 23,95 27,35 30,26 35,07 24,77 
Wajo  19,47 23,07 26,12 29,77 34,84 38,45 41,93 30,52 
Sidrap  16,26 19,02 21,83 24,48 28,08 32,11 37,77 25,65 
Pinrang  18,73 21,25 24,39 27,38 31,22 35,83 40,02 28,40 
Enrekang 13,64 15,81 17,77 20,98 23,35 26,2 29,27 21,00 
Luwu  15,36 17,43 19,67 22,34 25,98 29,59 33,78 23,45 
Tator  10,76 12,54 14,38 16,28 18,8 21,43 23,83 16,86 
Luwu utara  14,76 16,95 18,89 21,32 25,3 28,73 32,06 22,57 
Luwu timur 40,54 55,28 59,47 63,35 76,08 69,71 67,62 61,72 
Toraja utara 11,52 13,53 16,06 19,02 22,45 26,07 30,06 19,82 
Makassar  43,61 49,29 56,24 62,75 70,25 78,87 86,84 63,98 
Pare-pare 20,59 23,37 26,25 29,15 32,38 36,5 39,49 29,68 
Palopo  19,63 21,81 23,57 26 28,9 3,68 34,18 22,54 
Standar Deviasi 8,47 10,74 11,84 12,80 14,86 16,09 17,34 13,17 







OLAH DATA KONVERGENS ABSOLUT 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: ROSMID    
Test cross-section and period random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 2.618129 1 0.1056 
Period random 0.871271 1 0.3506 
Cross-section and period 
random 2.033360 1 0.1539 
     
     ** WARNING: estimated period random effects variance is zero. 
     
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB AWAL 0.987320 0.995576 0.000026 0.1056 
     
          
Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: Y?   
Method: Panel EGLS (Period random effects)  
Date: 03/04/18   Time: 00:03   
Sample: 2010 2016   
Included observations: 7   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 168  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.394052 0.171236 2.301228 0.0228 
PDRB AWAL 0.987320 0.006007 164.3552 0.0000 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
Period random  0.000000 0.0000 
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Idiosyncratic random 0.582957 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998624    Mean dependent var 27.54940 
Adjusted R-squared 0.998393    S.D. dependent var 14.46954 
S.E. of regression 0.580118    Sum squared resid 48.12479 
F-statistic 4322.987    Durbin-Watson stat 1.360053 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.998624    Mean dependent var 27.54940 
Sum squared resid 48.12479    Durbin-Watson stat 1.360053 
     
          
Period random effects test comparisons:  
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB AWAL 0.997130 0.995576 0.000003 0.3506 
     
          
Period random effects test equation:  
Dependent Variable: Y?   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 03/04/18   Time: 00:03   
Sample: 2010 2016   
Included observations: 7   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 168  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.124223 0.108269 1.147354 0.2529 
PDRB AWAL 0.997130 0.003581 278.4705 0.0000 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.051732 0.0078 
Period fixed (dummy variables)  
Idiosyncratic random 0.582957 0.9922 
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 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998368    Mean dependent var 27.54940 
Adjusted R-squared 0.998297    S.D. dependent var 14.18860 
S.E. of regression 0.585591    Sum squared resid 54.86662 
F-statistic 13982.98    Durbin-Watson stat 1.165660 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.998419    Mean dependent var 27.54940 
Sum squared resid 55.28232    Durbin-Watson stat 1.156895 
     
          
Cross-section and period random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB AWAL 0.977828 0.995576 0.000155 0.1539 
     
          
Cross-section and period random effects test equation: 
Dependent Variable: Y?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/04/18   Time: 00:03   
Sample: 2010 2016   
Included observations: 7   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.655126 0.356118 1.839631 0.0680 
PDRB AWAL 0.977828 0.012844 76.13034 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998668    Mean dependent var 27.54940 
Adjusted R-squared 0.998377    S.D. dependent var 14.46954 
S.E. of regression 0.582957    Akaike info criterion 1.923658 
Sum squared resid 46.55795    Schwarz criterion 2.500104 
Log likelihood -130.5873    Hannan-Quinn criter. 2.157608 
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F-statistic 3424.940    Durbin-Watson stat 1.346174 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     




OLAH DATA KONVERGENS ABSOLUT DENGAN  
PENDEKATAN RANDOM EFFECT MODEL 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)  
Date: 03/04/18   Time: 00:01   
Sample: 2010 2016   
Included observations: 7   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 168  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.166967 0.098689 1.691838 0.0926 
PDRB AWAL 0.995576 0.003170 314.0500 0.0000 
Random Effects 
(Cross)     
_KEPULAUANSEL
AYAR—C -0.003153    
_BULUKUMBA--C -0.004474    
_BANTAENG--C 0.053457    
_JENEPONTO--C -0.005096    
_TAKALAR—C -0.004398    
_GOWA—C -0.005110    
_SINJAI—C -0.002985    
_MAROS—C -0.000267    
_PANGKEP—C 0.001559    
_BARRU—C -0.003371    
_BONE—C -0.003117    
_SOPPENG—C -0.002999    
_WAJO—C -0.001669    
_SIDRAP—C -0.002795    
_PINRANG—C -0.002159    
_ENREKANG--C -0.003869    
_LUWU—C -0.003304    
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_TATOR—C -0.004827    
_LUWUUTARA--C -0.003506    
_LUWUTIMUR--C 0.005542    
_TORAJAUTARA
—C -0.004143    
_MAKASSAR--C 0.006063    
_PAREPARE--C -0.001865    
_PALOPO—C -0.003514    
Random Effects 
(Period)     
2010—C 0.000000    
2011—C 0.000000    
2012—C 0.000000    
2013—C 0.000000    
2014—C 0.000000    
2015—C 0.000000    
2016—C 0.000000    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.051732 0.0078 
Period random  0.000000 0.0000 
Idiosyncratic random 0.582957 0.9922 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998320    Mean dependent var 26.82010 
Adjusted R-squared 0.998310    S.D. dependent var 14.18860 
S.E. of regression 0.583356    Sum squared resid 56.49052 
F-statistic 98627.40    Durbin-Watson stat 1.174718 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.998372    Mean dependent var 27.54940 
Sum squared resid 56.91629    Durbin-Watson stat 1.165931 
     








OLAH DATA KONVERGENS KONDISIONAL DENGAN 
 PENDEKATAN FIXED EFFECT MODEL 
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 03/03/18   Time: 22:49   
Sample: 2010 2016   
Included observations: 7   
Cross-sections included: 24   
Total pool (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.818723 2.890168 -0.975280 0.3311 
PDRB AWAL  0.977550 0.010614 92.09923 0.0000 
IPM 0.052668 0.047298 1.113556 0.2674 
Fixed Effects 
(Cross)     
_KEPULAUANSEL
AYAR--C 0.029015    
_BULUKUMBA--C -0.166602    
_BANTAENG--C 1.017359    
_JENEPONTO--C -0.021468    
_TAKALAR--C -0.054297    
_GOWA--C -0.279676    
_SINJAI--C 0.041997    
_MAROS--C 0.167303    
_PANGKEP--C 0.395266    
_BARRU--C -0.188670    
_BONE--C 0.117125    
_SOPPENG--C -0.014426    
_WAJO--C 0.053482    
_SIDRAP--C -0.140529    
_PINRANG--C -0.119958    
_ENREKANG--C -0.317090    
_LUWU--C -0.144023    
_TATOR--C -0.195964    
_LUWUUTARA--C -0.168154    
_LUWUTIMUR--C 0.561169    
_TORAJAUTARA
—C -0.189875    
_MAKASSAR--C 0.181165    
_PAREPARE--C 0.062711    
_PALOPO--C -0.625860    
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      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998636    Mean dependent var 27.54940 
Adjusted R-squared 0.998395    S.D. dependent var 14.46954 
S.E. of regression 0.579632    Akaike info criterion 1.888540 
Sum squared resid 47.70818    Schwarz criterion 2.372010 
Log likelihood -132.6373    Hannan-Quinn criter. 2.084756 
F-statistic 4157.083    Durbin-Watson stat 1.361240 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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